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ABSTRAK

IMPLEMENTASIERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
( Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat
Kabupaten Seluma )

Penulis :

SUCI ASTRIA
NIM. 1911760005
Pembimbing :
1. Prof. Dr. H. Rohimin, M.A2. Dr. Ismail, M. Ag

Rumusan penelitian ini adalah : Apa saja substansi dari implementasi Peraturan
Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di
Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?. 2) Apa saja Faktor pendukung
dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nbreiun 2018
tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat?. 3) Bagaimana impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspdisfahah
Mursalahdi Desa SengkugnJaya Kecamatan Seluma Bardghis penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : $ubstansi dari implementasi
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2Q&&tang Program Keluarga
Harapan (PKH) sudah sesuai dengan isi pokok dari program ini yang mana
bertujuan: untuk mengursngi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningktkan
kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung
peninglatan kesejahteraan dari kelompok paling misk), Faktor pendukung
dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan (PKH) beradarkan hasil penetian faktor
pendukung adalah adanya pendampingan daasdsosial, Adanya data yang
lengkap dan akses djalan yang telah memadai untuk menjangkau rumah warga
dan sekolah yang penerima PKH, sedangkan penghambatnya adanya kurangnya
sumber daya manusia dan terkadang ada beberapa kendala secara teknis pada saat
melakukan pencairan, Dan data yang adakadang kurang uptade dan sekarang
sistem Daring. 3) Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspékt@itlahah Mursalahdi
Desa Sengkuang Jaya Kecamatan SelumsatBRrogram keluarga Harapan ini
sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat Desa Sengkuang Jaya
dengan menggunakan tearaslahah mursalahgar dapat memberikan gambaran
bahwa suatu aturan dibuat akan mengandung sebuah maslahat bagi masyarakat
yangmana lebih mengutamakan kepentingaaslahah almmabh.
Kata Kunci: Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga
Harapan (Pkh), Perspektif Maslahah Mursalah
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IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF SOCIAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2018 CONCERNING THE HOPE FAMILY PROGRAM
(PKH) PERSPECTIVE MASLAHAH MURSALAH
(Case Study in Sengkuang Jaya Village, Seluma Barat District, Seluma
Regency)

ABSTRACT

The formulation of this research is: 1) What is the substance of the
implementation of the Minister of SotiAffairs Regulation Number 1 of 2018
concerning the Family Hope Program (PKH) in Sengkuang Jaya Village, Seluma
Barat District?. 2) What are the supporting and inhibiting factors for the
implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Numbef 2018
concerning the Family Hope Program (PKH) in Sengkuang Jaya Village, Seluma
Barat District?. 3) How is the implementation of the Minister of Social Affairs
Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) from
the Maslahah Murd¢ah Perspective in Sengkuang Jaya Village, Seluma Barat
District?. This type of research is field research using a qualitative approach. This
study concludes that: 1) The substance of the implementation of the Minister of
Social Affairs Regulation Number df 2018 concerning the Family Hope
Program (PKH) is in accordance with the main contents of this program which
aims: to reduce numbers and break the poverty chain, improve the quality of
human resources, as well as changing behavior that does not Sogposting
the welfare of the poorest groups. 2) Supporting and inhibiting factors for the
implementation of the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018
concerning the Family Hope Program (PKH) based on the results of research on
supporting faars are the assistance from the social service, complete data and
adequate road access to reach residents' homes and schools PKH recipients, while
the obstacle is the lack of human resources and sometimes there are some
technical obstacles when disbursiAgqd the data is sometimes not-tggdate and
now the system is online. 3) Implementation of the Minister of Social Affairs
Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) from
the Maslahah Mursalah Perspective in Sengkuang Jaya é&/illagluma Barat
District. The Harapan family program has become a benefit for the people of
Sengkuang Jaya Village by using the maslahah mursalah theory in order to
provide an illustration that a rule made will contain a benefit for the community
which prioritizes the interests of maslahakaahmabh.

Keywords: Minister of Social Affairs Regulation Number 1 2018, Family Hope
Program (PKH), Maslahah Mursalah Perspective
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MOTTO

Jodoh memang rahasidl@&h SWT, jika Allah tidak menunjukkan dia untuk jodoh
kita maka tak akan bersama walau kita saling cinta dan saling menjaga atapun
seberapa lama atau tidak kita saling mengenal karena jodoh rahasia Allah, maka

semangatlah pejuang sepertiga malam.

(Suci Adria)



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha
Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir,
berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah

awaluntuk masa depanku, dalam meraih-cita saya.
Dengan ini saya persembahkan TESIS ini untuk, kedua orangtuaku

Terutama dengawanita yang paling saya cintai wanita yang palingberarti
dalam hidupku, dia adalah ibuku( Rini Maryati) terima kasih duhaidéwang
tak pernah menyerah mengantarkan aku hingga s2, terima kasih kerja kerasmu,
semoga mimpi dan doa juga harapan yang ibu inginkan bisa terwujud, terima
kasih untuk ayahku( Edi Juharman) yang telah menyayangi kami, mencintai,
mendoakan juga mendukursgtiap yang kami lakukan, semoga ibu dan ayah
selalu sehat dan berbahagia selalu. Untuk kedua adikku( Canda Seftari) terima
kasih telah menjadi adek yang sangat berarti dalam hidupku teman curhat, teman
berantem, teman berbagi dan saling menyayangi semggh dan suami selalu
bahagia sayang, dan untuk adek-laki( Topan Sahputra) yang selalu nakal,
melawan ketahuilah sayang ayuk selalu mendoakan dirimu walau dimanapun

engkau berada semoga etfita adek tercapai. Aamiin
Dengan ini saya persembahkarsiBauntuk, Keluargaku

Tertunduk untuk kakek(Mauli) makasih telah mengajarkanku bagaimana
mandiri, bagaimana harus kuat menerima kenyataan hidup, yang selalu
menasehati dan menyayangi cueicunya, tertunduk untuk
nenek(Almh.Nurdeni) kupersembahan gelar inintukmu meski engkau jauh
disana aku yakin nenek melihat semua ini, setiap doakau selalu menyertakan
namamu nek, agar engkau bahagia di surganya Allah terima kasih untuk orang
pertama selalu mendukung usahaku apapun itu aku mencintaikumu. Terima kasih
untuk pak waw dan makwa( Kelurga Bahirman) untuk doa da suportnya, terima
kasih untuk (Kelurga Almh Susmawati) ayuk dina dan suami yang menjadi kak
tertuaku, terima kasih untuk anya dan pak anya( Keluarga Iskandar Agung) yang



selalu mendukungku, tempat akumata,mengeluh, anya yang selalu mencintai
kami dan keponakan yang selalu dipuji ibuku tentang ketulusan hatinya terima
kasih buk, terima kasih untuk pak uncu dan bucik(Keluarga Zulkipli) terima kasih
untuk cinta kasih pak uncu dan bucik, untuk doa dammigdén juga kepercayaan
bahwa wah bisa menyelesaikan kuliah, terima kasih untuk paman dan bu
yuni(Keluaga Nidi) Terima kasih bu ku sayang telah menjadi teman curhatku,
terima kasih untuk dukungan bu selama ini juga doa bu. Pokokya terima kasih
untuk keluargku Lingga sari, Mardianti, Yolanda, sepupu rasa teman rasa

saudara yang selasaling merangku.

Tertunduk untuk dosen pembimbingku terima kasih telah menjadi dosen
pembimbingku selama ini (Prdr. H. Rohimn, M.Ag) dan (D.r Ismail, M.A)
hingga sampai edesai tesis ini. Terima kasih juga untuk semua pihak yang
mendukung keberhasilan Tesis saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Terutama untuk Pak Yono terima kasih untuk semuanya, semua bantuan.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan jugakuséluruh teman
teman saya di Pasca Sarjana Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2019. Terima
kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita
miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 2 tahun
ini menjadi lebih berarti. Semoga s&aiat indah itu akan selalu menjadi
kenangan yang paling indah. Juga terima kasih untuk t¢enasn satu angkatan
terutama (ria) teman yang selalu aku repotkan untuk urusan kuliah makasih
sayang selalu membantiierimakasih untuk orang spesial dan istimewa yang

selalu mendukung, mendoakan juga membantu dengan banyak hal.

Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya.
Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan
kalian sema juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa hasil karya Tesis ini masih jauh dari kata
sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan

pengetahuan bagi para pembacanya
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan hidayah yang
Allah Swt. anugerahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai
dengan alokasi waktu yang diberike®halawatdan salam semoga senantiasa
tercurah kepada Nabi Muhammad Sapembawa kebenaran yang telah
mengantarkan kita semua ke dalam alam yang penuh dengan cahaya pengetahuan.

Tesi s vy anlgplementagi Bedatutan Menteri Sosial Nomor 1
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Sel uma Bar at K a bini pnartipakan b&aé Ipikinara peoulis
setelah dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan para dosen sesuai dengan
prosedur pembuatahesisdi Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu. Atalasar
kontribustkontribusi dari berbagai pihak dalam penyelesaian

Dalam penulisantesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan
bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan
bantuan dengan ikhlas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan
terima kasih yang sedalagalamnya kepada yang terhormat:
1. Bapak Pré Dr. H. Sirajuddin,M.,M.Ag.,MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
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4. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku pembimbing | yang telah
memberikan masukan serta bimbingan.

5. Bapak/ibudosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman
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6. Terima kasi h juga wuntuk wanita terbaik
adalah ibuku yang selalu mencintai dan menyayangi juga berusaha keras
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Ay a h k uJoharBhahj yang selalu mencintai kami.

7. Terima kasih juga untuk kelurgaku,terA@manku yang selalu membantu dan
menyemangati hingga sampai selesai kuliah.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan
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tulisan di masa mendatang. Semoga Allah Swt. memberikan balasan terbaik bagi

hambahamba yang bersunggsiingguh dalam berilmu di jaldlya. Amin.

Bengkulu, ........cccceeueees 2021

Suci Astria
NIM. 1911760005

Xiii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..ottt eees s smene e e e e e e e e e s e e e s aannnnns [
PENGESAHAN PENGUUJI ...oovviiiiiiiiiiiiieeiee e ee e e i
PENGESAHAN PEMBIMBING ......ccooiiiiiiiic e ii
PERNYATAAN KEASLIAN .o eema e )Y
SUARAT PLAGIASI ...t Y
IMMOT IO e e et e et rea e e e e et e et e e et e e e et aa e e e e e aee Vi
AB ST R AK e Vi
AB S T R A T e Vi
TAJIRID oottt e r e e e rnnr e e e e e e s vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....ooiiiiiiiiiiiiiiciee e anennnes vi
KATA PENGANTAR oo mer e e e e e e Vii
DAFTAR IS] oottt e et e e e eeeens viii
DAFTAR GAMBAR ...ttt e e e e ee e eeeeees X
DAFTAR LAMPIRAN oot rermt e e e e e Xi

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah...............cccccooiiiiieeeiiieeee 1
B. Identifikasi Masalah..............ccoooviiiiiieer 11
C. Batasan Masalah.............coooiiiiiiiiiinn e 11
D. Rumusan Masalal............ccooooiiiiiiiieei e 12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian................ouvviiiimamiiiiiinneeeeeee 12
F. Sistematis PenuliSan...........cccoovveeiiiiiieeen e eeeee e 14

BAB || LANDASAN TEORI

A. Pengertian Impelementasi..........cooveuuiiiiiiinrsiiiiie e 15
B.Hubungan Teori Dengan Permasalahan...............c...ccccceeeeeeeen, 22
C.Kesejateraan SoSial............ccooeeiiiiiiiiiceen e 24
1. Pengertian Kesejateraan...........ccovvveeeeeiiieeeneeeeeeeeeeeiiiiins 24
2. Pengertian Kesejateraan Sosial.............ccccvvvviiieeeniiiiiiiiinnns 26

Xiv



1. Pengertian Program..........ccccoeeeeiiiiiiiieceiieeeeeeicie e eeeena e

N
Y
®
>
Q
@
=
Q
>
Y
o
<Q
Q
3
A
@
c
L
Q
Q
I
Q
=
Q
o
Q
=]
’_'a
P
£

Kreteria Penerima PKH...........ooooiiiiiiii e,
Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).............cccccoeeeee.
Dasar HUKUM PKH..........oooiiiiiiiiii e

E. Mashlahah Mursalah Dalam Kedlijan Pemerintah.......................
PengertianMaslahah Mursalah...............cccccviiiiiciiiiiinnnnns
Landasan HukurMaslahah Mursalah.....................ccccoooeees

SyaratsyaratMaslahah Mursalah....................vieeeeeee e,

MacammacamMaslahah Mursalah............ccocoveiiiiieeniail.

oA W NP S oM

Maslahah Mursalalsebagai Metode ljtihad...........................
6. RevansiMaslahah Mursalaldi masa Kini daiMendatang......

F. Penelitian TerdahulU..........ccccoooiiiiiiiie e

G.KerangKa PiKil..........ouuuuiiiiii e

BAB IIl METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian............uuueiiiiiiiiieeeeeee e
. Tempat dan Waktu Penelitian...............ccooooeiiieeii i

. Responden Penelitian...............ouuuiiiiieeciiiiieeeeeee

. Teknik Pengumpulan Data..............ccccoeeiieieeeeiiiice e,

B

C

D. Sumber Data Penelitian.................uuuiiiiirreiiiiiee e
E

F. Teknik Keabsaan Data..........cccoovveieeiiiiiiieieeeiieeceii e
G

. TeKNIKANAISIS DaAta.....ovneeeeeie et reaes

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Substansi dari Implementasi Jenis Peneliamaturan Menteri
Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

XV

38
39
40
42
42



di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma

B. Faktor Pendukung Dan Penghamat Pelaksanaan Peraturan
Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang PKH di Desa
Sengkuang Jaya Kec. Seluma B&aluma....................ccevvvvneeee 97

C. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Petifek
Maslahah Mursalah di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan....... 107

BAB V PENUTUP
A, KeSIMPUIAN.....ooiii e 122
B. SAraN... e 124
DAFTAR PUST AK A . et e e e e e 125..
LAMPIRAN

XVi



DAFTAR GAMBAR

Gambar | Kerangka Pikir Penelitian..............ccoooiiiiiiieeeiiieeend

XVii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Intrumen Pemgumpulan data Lembar Wawancara

Lampiran Il Foto Dokumentansi Penelitian

Xviii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian
besar negera di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan berbeda
beda tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap negara, hampir tidak ada
satu negara yang dapat terbebas dari madadeiskinan. Negara kaya dan
maju di bidang sains dan industri juga mengalami kemiskinan meski
jumlahnya tidak besar. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah
menjadi ancaman serta bencana bagi suatu negara. Dunia mengalami
kemajuan teknologi di setiapamannya, berlangsungnya kebangkitan dan
meluasnya penggunaan alat dalam industry. namun kemiskinan masih menjadi
beban yang harus diurus oleh pemerintah. Kemiskinan juga dialami oleh
negara yang memiliki banyak sumber daya alam yakni Indoresia.

Pemerintah Indonesia saat ini  memiliki berbagai program
penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Program tersebut salah satunya
PKH (Program Keluarga Harapan), PKH adalah program perlindungan sosial
yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah TangggatSaniskin
(RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan
ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantuan

PKH ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Pasal

! Kementerian Sosial RDirektorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Direktorat
Penanganan Fakir MiskiRerdesaan



3yaitu sasaran Progra Keluarga Harapan (PKH) merupakan Keluarga
dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu
program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehtan, pendidikan,
dan atau kesejahteraan sosial.

Sementara itu kemiskinan meakan suatu permasalahan pokok yang
dialami oleh sebagian besar negera di dunia. Walaupun tidak dikatakan
seluruhnya, dengan berbebl@da tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap
negara, hampir tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari masalah
kemiskinan. Negara kaya dan maju di bidang sains dan industri juga
mengalami kemiskinan meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan merupakan
masalah umum dan telah menjadi ancaman serta bencana bagi suatu negara.
Sehingga pemerintah di suatu negara harus bisgentaskan kemiskinan
melalui program ataupun suatu kebijakan.

Pada tahun 2018 Kementrian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan
sebuah program atau regulasi baru tentang sebuah kebijakan dengan sebuah
tujuan untuk membantu meminimalisir kemiskinan didmelsia, yakni dengan
sebuah program yang dinamakan dengan Program Keluarga Harapar. (PKH)
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tersebut ditetapkan di Jakarta

oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 8 Januari 2018, dan

2 Direktorat Jaminan SosiaDirektorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosid| 2012.

® M. Syakroni, Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi TentBegetapan
Hukum Ekonomi Islam), Jurnal limiah Fakultas Ekonomi d@asnis Islam IAIN Bengkulu, Al
Intaj, tahun 2017

4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan



diberlakukan sertaigdndangkan oleh Kemenkumham dalam Berita Negara RI
Tahun 2018 Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2018.

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia.
Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah
kemiskinan dankesgangan sosial. Kemiskinan dan kesenjanga sosisal
merupakan masalah globang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah
kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak hanya terjadi di neggeaa
berkembang dan terbelakang saja, melainkan masalah ini jalgandoleh
negaranegara maju meski jumlah angkanya relatif kcil.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan
hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan
dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dajilakukan pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang
meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosil.

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga
setigp keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan,
dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang
faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan adalah
suatu kondisidimana seluruh kebutuhan jagndan rohani dari rumah tangga
tersebut dapatdipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat

diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat

®Isbanndi Rukmiantd{esejahteraan Sosia{Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20.
¢ Undangundang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2



dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhai pok
sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan
pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk
kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk
kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikanagab rumah tangga dengan
status kesejahteraan yang masih rendah atau dalam kategori masyarakat
miskin.

Program Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut diterbitkan dengan
pertimbangan bahwa: untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan
rentan melali peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan,
pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang
terencana, terarah, dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10
Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan betemgakomodasi
kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang
Program Keluarga Harapan; Program Keluardgaapan (PKH) merupakan
program lintas kementrian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari
badan perencanaan pembangunan nasional, departemen sosial, departemen
kesehatan, departemen pendidikan nasional, departemen agama, departemen

komunikasi darninformatika, dan badan pusat statistic. Untuk mensukseskan



program tersebut, maka di bantu oleh tim tenaga ahli Program Keluarga
Harapan (PKH) dan konsultasi Bahk.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian uang
tunai kepada Rumah Tanggarfgat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan
dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.
Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program
Conditional Cash Transfer@CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat.
Persyaatan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya
bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya
bagi anak balita, atau bagi ibu hamil). Masalah kesehatan yang menonjol di
daerah pedesaan adalah tinggingagka kejadian penyakit menular,
kurangnya pengertian masyarakat tentang syarat hidup sehat, gizi yang jelek
da keadaan hygiene dan snitasi yang jauh dari kata memuaskan.

Dahulu Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program
perlindungan sosial yang mesrikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan
persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka
pendek bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan
antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap

kemiskinan.

" Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan



Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap Program yang berhasil.
Program prioritas nasional ini @dleBank Dunia dinilai sebagai program
dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan
kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan prog ram yang memiliki
tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Barbag
penelitian lain menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH)
mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan
konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong
para pemangku kepentingan di Pusat dan Daertatk mmelakukan perbaikan
infrastruktur kesehatan dan pendidifan.

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan
tunai apabila memenuhi Kriteria kepesertaan program dan memenuhi
Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). FRadgram
Keluarga Hrapan terdapat banyak bimbingan untuk peserta Program Keluarga
Harapan (PKH) yang bertujuan sebagai salah satu pemberian bantuan kepada
individu maupun kelompok dalam mengatasi kesulitan atau memecahkan
masalah untuk mencapai kesejahterai@upnya.

Pelaksanaan pemberdayaan pada masyarakat lokal termanifestasikan
dalam bentuk berbagai tindakan kolektif dalam rangka melakukan perubahan
kondisi kehidupannya. Tindakan kolektif tersebut merupakan jaminan

kapasitas msyarakat dalam melakukan gedérlaan pembangunan secara

8 Fitria M, Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi
di Kel. Tellumpanua Kab. Pinrang), Jatrdimiah Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Parepare,
Tahun 2017



mandiri, sejak di identifikasi kebutuhan dan masalah perencanaan,
pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pembangunan.

Pada teorinya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan
sebagai jawaban dari kondisi bangsa Indengsing kian terpuruk. Alasan
sederhananya, kementerian sosial berusaha meretas dua masalah klasik yang
dihadapi bangsa indonesia, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Dan sudah kita
ketahui bahwa sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah
keluargamskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program
penanganan fakirmiskin serta kriteria ibu hamil/menyusui dan komponen
pendidikan dengan kriteria anak Sekolah Dasar sampai Sekolah Mengenga
Atas, terkhusus pada daerah di Kabupaten Seluma.

KabupatenSeluma adalah salah satu daerah dalam provinsi Bengkulu
yaitu Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk ke dalam wilayah
provinsi Bengkulu yang di bentuk berdasarkan Undandang Nomor 03
Tahun 2003, tentang pembentukan kabupaten Mukomuko, Kahupeliegma
dan kabupaten Kaur. Secara Geografis Kabupaten Seluma terletak di Pantai
Barat Sumatera Bagian Selatan yangberada pada koordinat garis lintang dan
bujur yai t u-0400320146940605, 52,2606 0 L S dan 1010
102059640, 540 BT. Kerupakana kakupatenSyahgu ma
wilayahnya seluas 240.044 kryang terletak pada ketinggian-0> 1.000

meter dari permukaan latf.

°SoetomoPemberdayaan MasyarakdlYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 103.
Yhttps://selumakab.go.id/sejarahsingkat/#:~:text=Kabupaten%20Seluma%20secara%20geo
grafis%20terletak,wilayah%20terbesar%20ketiga%20di%20Priopamgigal akses 21 februari
2021



https://selumakab.go.id/sejarahsingkat/#:~:text=Kabupaten%20Seluma%20secara%20geografis%20terletak,wilayah%20terbesar%20ketiga%20di%20Propinsi.,tanggal
https://selumakab.go.id/sejarahsingkat/#:~:text=Kabupaten%20Seluma%20secara%20geografis%20terletak,wilayah%20terbesar%20ketiga%20di%20Propinsi.,tanggal

Kecamatan Seluma Barat adalah merupakan salah satu Kecamatan yang
ada di Topografinya bervariasi mulai dari tepi pantai danalat@ndah pada
kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan llir Talo dan
kecamatan Semidang Alas Maras sampai pada daerah perbukitan dan
pegunungan pada Kecamatan Ulu Talo dan Kecamatan Semidang Alas.
Disamping itu di Kabupaten Seluma terutasekali di Kecamatan Sukaraja,

Air Periukan, Seluma Selatan dan llir Talo banyak dijumpai fiawes.

Sesuai dengan data yang dihimpun oleh penulis dari badan pusat stastika
Kabupaten Seluma , jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seluma memiliki
persentas 22,31 persen, dengan persentase jumlah pertumbuhan ekonomi
sebesar 1,14 persen pada tahun 2019. Sedangkan di Desa Sengkuang
Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma jumlah penduduk miskin
sebanyak 5046 ribu jiwa dengan persentaase 01,28 pada tahun 2019.

Demikian pula terkhusus di desa Sengkuang Jaya dan Desa Sengkuang
Jaya, dua Desa tersebut merupakan Desa yang mayoritas warganya bermata
pencaharian sebagai pekebun dan petani, jadi kebanyakan warganya
menggantungkan harapan hanya dengan berkebun damibgaing tidak
menentu. Jadi dapat diketahui bahwa keadaan ekonomi warga Desa
Sengkuang Jaya dan Desa Sengkuang Jaya masih berada padaperekonomian
menengah ke bawah. Sehingga program Program Keluarga Harapan (PKH)
sangat dibutuhkan dan diharapkan badnyakan warga desanya.

Berdasarkan data yang didapatkan terdapat perserta penerima program

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Selum memiliki 14



Kecamatan, 20 Kelurahan 182 Desa. Salah satunya Kecamatan Seluma Barat
Desa Sengkuang Jaya salahusd¢sa penerima Program Keluarga Harapan
(PKH), mulai dari program ini direalisasikan dalam masyarakat sudah sangat
mebantu perekonomian masyarakat Sengkuang Jaya adapun penerima
Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2018 lebih terdapat 1.126,
pada tAu 2019 kurang lebih 9.100 dan pada tahun 2020 terdapat 9.100.
sedangkan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sebanyak 32
orang. ™!

Berdasarkan hasil observasi awal penulis padanbBkbruari 2021,
diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang
Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma terutama di Desa Sengkuang
Jaya dan Desa Sengkuang Jaya telah berjalan dan terlaksana, namun pada
kenyataan penerapan Program kega Harapan (PKH) di lapangan
berjumlah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Permasalahan di
lapangan di temukan bahwa: 1) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
ini ada beberapa keluarga yang belum tepat sasaran; 2) penerima kurang
meratadi beberap keluarga, seharunyjangan tebang pilih; 3) Lemahnya
pengawasan dana yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima
Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga dana yang sudah ditentukan
kegunaannya oleh pemerintah tidak memberi dampak yang signifikan

terhadap kesehatan dan pendidikan anak (dana digunakan untuk kebutuhan

M Hasil wawancara dean Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 Bukul 11.
WIB
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lain). Berdasarkan observasi sementara, diperoleh informasi bahwa berberapa
warga yang seharusnya mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
justru tidak memperoleh bantuan terdgbpadahal dari segi syarat dan
ketentuan seharusnya layak untuk memperoleh bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH)*

Namun masih saj banyak yang belum menerima Program Keluarga
Harapan (PKH) ini sesuai dengan syarat yang ada dalam peraturan, pada
dasarng Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program
Keluarga Harapan ini sangat bermanfaat dan membantu perekonomian
masyarakat di Indonesia hanya saya karena berbagi faktor itu tadi sehingga
terasa kurang bermanfaat bagi mereka masyarakat Mygig Memang
Layak mendapatkan bantuan tetapi tidak menerima bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH).

Dari uraian di atas, dengan permasalahan yang ada di Desa &smgku
Jaya khususnya, penelitigim meneliti lebih dalam lagi tentang subtasnsi dari
ImplementasiPeraturan Menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program
Keluarga Harapan (PKH), dan apa saja kendala juga pendukung peraturan
tersebut dengan menggunakan tédaslahah Mursalahsebagai pandangan
mengenai peraturan menteri tersebut terhadap mastaSengkuang jaya

terhadap pelaksaanaan Program Keluarga harapan(PKH)

12 Hasil observasi awal penulis di desa Sengkuang Jaya , pada 16 Februari 2021
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu penulis melakukan lebih

l anj ut ke dal am s e bu arplempeataseReraturanan yang

Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

Harapan (PKH) Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa

Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. )

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakamj atas, maka identifikasi masalah dalam
penelitian ini antara lain :

1. Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan masih belum
sesuai degan apa yang sudah ditetapkan sehingga kurang tepat sasaran.

2. Lemahnya pengawasan dana yang diberikan pemetietadda keluarga
penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga dana yang sudah
ditentukan kegunaannya oleh pemerintah tidak memberi dampak yang
signifikan terhadap kesehatan dan pendidikan anak (dana digunakan untuk
kebutuhan lain).

3. Bagaimana persepsi asyarakat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten
Seluma terhadap Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan (PKH)

. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam

penelitian ini adalaHmplementasi dari &aturan Menteri Sosial Nomor 1

Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang
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Jaya Kecamatan SelumBarat Kabupaten Seluma Perspekiifaslahah
Mursalah
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja substansi darnplementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaanurBera
Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
(PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?

3. Bagaimanarhpelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspbldglahah Mursalah

di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
antara lain :
a. Untuk menganalisissubstansi dari nhplementasi Peraturalenteri
Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.
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b. Uuntuk mengetahuiapa saja faktor pendukung dan penghambat
pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya
Kecamatan Seluma Barat.

c. Untuk mengetahui bagaimanapelementasi Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
PerspektifMaslahah Mursalahdi Desa Sengkuang Jaygecamatan
Seluma Barat.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan bahwa implementasi Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentaRgbgram Keluarga Harapan (PKH)
PerspektifMaslahah mursalaldi Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma dapat terlaksana dengan semestinya.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada
masyarakat pada umumnya mengenai pandangan teamsiamah
mursalahterhadap implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan di Desa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

3. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu pembelajaran
dalam mengaplikasikan ilmilmu yang diperoleh pada proses

perkuliahan.
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F. Sistematis Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat,
serta mendapatkan yang benar makapenyusunan membuat rencana skripsi ini
menjadi beberapa bab, diantayarsebagai berikut:

BAB I: pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

BAB II: pengertian kemiskinan, pengertian Program Keluarga Harapan
(PKH), pengrtian maslahah, prinsip maslahah, fungsi maslahah.

BAB Il : gambaran umum Kecamatan Seluma Barat Kabupaten
Seluma, yang berisi jumlah penduduk, kependidikan, keagamaan, sosial dan
sebagainya.

BAB IV : pembahasan penelitian mengenai: Pada bab peakdt
menguraikan secara sistematis tentang implementasi Peraturan Menteri Nomor
1 Tahun 2@8 Tentang Program keluarga HaraBKH) di Desa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Selum&aBpangan teori
Maslahah Mursalah terhad®eraturan Meteri Nomor 1 Tahun 2B Tentang
Program Keluarga Harapan (PKH)ikecamatan Seluma Barat Kabupaten
Seluma

BAB V : Bab ini memuat tentang penutup,ngaberisi kesimpulan dan

saran.



BAB I

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merupakan,
penerapan atau pelaksanagtmplementasi kebijakan pada prinsipnya adalah
cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak
kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakpablik, ada dua pilihan
langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turaiainkebijakan
publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu
dimula dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut
mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya
manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program
yang kemudian diturunkan menjadi proygioyek, dan akhirnya berwiwgu
pada kegiatafkegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat
maupun kerjasama pemerintah dengan masyaraketdapat berbagai
pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari
implementasi.

Hal ini perlu dijelakan agar pemahaman tentang implementasi dapat

disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau

¥ Nugroho, RiantKebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evalugslakarta: PT Alex
Media Komputindo.2003), h.49

15
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peraturan perundangamdangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian
ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting datukesan
proses perencanaan kebijakan.

Ada beberapa tahapan dalam siklus kebijakan publik dan salah satu
tahapan penting dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan.
Implementasi sering dianggap sebagai pelaksanaan dari apa yang telah
diputuskan teh legislatif atau para pengambil keputusan dan terkadang
tahapan ini kurang terpenuhi. Akan tetapi dalam kenyataannya implementasi
menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak
dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dekgta lain implementasi
merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan
dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Terdapat beberapa
teori mengenai implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh
beberapa ahli, digaranya adalah sebagai berikut;

1) Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks
implementasi berbasis kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai

i mpl ement asi atau pel aksanaan sebaga

bermuara pada aktivitas, aksi, dakan atau adanya mekanisme suatu

sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang
terencana dan untuk encapai tujuan kegiatan

(usmarn2002:70).Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas

maksudnya adalah bahwa implementasi bukekedar aktivitas, tetapi

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara ssunggguh



2)

3)

4)
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berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh
karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dgagohi oleh objek
berikutnya.

Menuwt Guntur Setiawan dalam bukunya implementasi dalam birokrasi
pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yakni
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara
tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukanggarin
pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan,2004:39). Maksudnya yakni
implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide , proses atau
seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan
melakukan penyesuaian dalam tubuh biroki@esini tercapainya suatu
tujuan yang bisa tercapai dengan jaringalaksana yang bisa dipercaya.
Menurut hanifah harsono dalam bukunya berjudul implementasi
kebijakan dan politik mengemukakan pendapatnya tentang implementasi
yakni Ai mpl e medunptoses untukandemKsanikan kebijakan
menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.
Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaam [sagram
(harsono, 2002:67)

Van Meter dan Van Horn ( Budi winarno, 2008:1%467) mendefinisikan
implementasi  kebijakan publik sebagai tindakadakan dalam
keputusankeputusan sebelumnya. Ini mencakup ussdiea untuk

mencapai perubahan besar dan kecil yang diterapkan oleh keputusan



5)

6)
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keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yarehéeam

untuk mencapai tujuatujuan yang telah ditegpian.

Daniel A.Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam

buku solihin Abdul Wahab (2008:65) m e
adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatamprog
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijaksanaan yakni kejadiamjadian dan kegiatan

kegiatan yang tmbul sesudah disahkannya pedgedaman
kebijaksanaan negara yang mencakup baik wusséba untuk
mengadminisasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak

nyata pada masyarakat atau kejackae j adi ano. Dar i penj e

dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai
sebelum tujuantujuan dan sasasaisaran ditetapkan atau diidekasi

oleh keputusankeputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu
proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada
akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai denganttyjisan

atau sasarasssaran kebijakan itu sendiri.

Lester dan Stewart oleh Winarno menjelaskan bahwa implementasi
kebijakan adalah kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan
alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan
tehnik yang bekerja bersarsama untuk menjalankan tkakan guna
meraih dampak atau tujuan 20 yang diinginkan ( lester dan stewart dalam

winarno, 2002:101102). Jadi implementasi itu merupakan tindakan
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tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dalam suatu kebijak#kan tetapi pemerintah dalam
membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan
tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi
masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak
bertentangan dengan masyarakaiag sampai merugikan masyarakat.

7) Nugroho menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terdpat dua pilihan
untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung
mengimplementasikannya dalam bentuk progpmogram dan melalui
formulasi kebijakan derivat atau turunanrid&ebijakan tersebut. (
Nugroho, 2003:158) .Oleh karena itu implementasi kebijakan yang telah
dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama
langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program dan pilihan
keduamelalui formulasi kebigkan.*

8) Robert Nakamura dan Frank Smallwood mendefinisikan implementasi
kebijakan yakni keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian
menerjemahkan kedalam keputus@putusan yang bersifat hlkksus
(tangkilisan, 2003:17).

9) Pressman dan wildavsky (1984 ) mendefinisikan implementasi sebagai
interaksi antara penyusunan tujuan dengan s@arena tindakan dalam

mencapai tujuan tersebut atau kemampuan untuk menghubungkan dalam

 Nugroho, RiantKebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluésiakarta:
PT Alex Media Komputindo.2003), h.47
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hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cdtgk imencapinya
(tangkilisan,2003:17).

10)Menurut George C.Edward Il implementasi kebijakan sebagai suatu
proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling
berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. F&d&tor
tersebut perlu ditapilkam guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor
faktor tersebut terhadap implementasi (Edward dalam widodo, 2011:96
110).

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, terkait dengan
Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan(PKH), yang masih banyak pelaksanaan
dilapangan kurang efektif sehingga tidak tepat sasaran dalam
pelaksanaannya, terkait dengan masalah ini bagaimana Implementasi
peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga
Harapandalam penyaluran PKH tersebut di Kecamatan Seluma Barat
Desa sengkuang Jaya.

Maka penelitian ini menggunakan teori d&eorge C.Edward llI
menurut penulis, dalam teori Edward yang paling memiliki indikator yang
disebutkan oleh beberapa model diatas segarum. Hal ini didasarkan
pada pendekatan teori yang leb#levan yang pembahasannigntang
implementasi kebijakan dipengarwdteh empat variabel, yaitu;

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan

agar implementor mengetahui ayeng harus dilakukan, dimana yang
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menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran (target group), sehingga akan memgjudistorsi

implementasi.

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan

sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya
manusia, misalnya kompetensi implementdan sumber daya
finansial.

Disposisi, @alah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila

implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan
oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakajuga menjadi tidak efekiif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijaka memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur
organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan
fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkataped
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yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang
menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181)
sumbersumber yang penting melip, staff yang memadai serteahlian
keahlian yang baik untuk melaksanakan tugass mereka, wewenang dan
fasilitasfasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan wsuill di atas
kertas guna melaksanakan pelayapalayanan publikDari keempat faktor
yang ada pada teori milik @sge C. Edward peneliti ingin mengulas lebih
dalam mengenai bagaimana jalannya implemermagaturan Menteri Sosial
NomOR 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapam(PKH) di Desa

Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat.

. Hubungan Teori Dengan Permasalahan

Hubungan teori dengan permaslaahan yang ada bahwa penelitian yang
relevan harus menggunakan teori yang tpat agar teori dapat memecahakan
persoalan yang ada dalam penelitian ini yang maalam kegiatan ilmiah,
maka disuatu penelitian diperlukan adanyaitgang berupa asumasumsi,
definisidefinisi, konsegkonsep, dan proposisi agar bisa menjelaskan suatu
fenomenaenomena sosial secara sistematis yaitu dengan cara merumuskan
hubungan antar konsep. Dari beberapa teori mengenai implementasi
kebijakan yag dipaparkan diatas, peneliti akan menggunakan teori
implementasi kebijakan dari George C. Edwards sebagai salah satu teori

utama untuk melakukan penelitian.
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Alasan penulis teori Edward Il adalah karena menurut penulis, dalam
teori Edward yang paling memilikkajiankajian lebih relevan dengan
pembahasan yang di dalamnya terdapat unsur komunikasi, sumber daya,
sikap dan sturktur birokrasi. Dari keempat fakyang ada pada teori milik
George C. Edward penelltisa menganalisis dan mendiskripsikan bagaimana
pelaksanaaferaturan Menteisosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program
Keluarga Harapan(PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat
pada saat observasi dilapangan secara langsung baagiak hambatan dan
permasalahan yang terjadi dalpeiaksanaan PKH didesa Sengkuang faya.

Maka dari itu penulis menggunakan teori Edward yang sesuai untuk
dijadikan pedoman penelitian ini karena model teori Edward menyebutkan
dan menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam
implementasi kebijakan. Karena jika dikaitkan dengeori Edward, jika
dalam pengimplementasian kebijakBeraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 202i@ak sesuai dengan 4 faktor yang
dipaparkan oleh Edward tersebut maka akan terjadi lah hartatavatan

atau permasalahan yang dalamgemplementasiannya.

C. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan

!> peraturan Menteri Sosial nomofahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan(PKH)



24

Al-Qur 6 an menggunakan beber apa S
kesejahteraan. Di antara istitatilah itu yang cakupan maknanya luas
dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraanssoaial
mendasar adalah istilah-fala | a h o yang menj adi tuju
kehidupan manusia di dunia .

Secara kebahasldalmm perlataankefber un
kesuksesan dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara
itu, ar- Raghib alAshfani menjelaskan bahwa perkataahfalah dalam
kosa kata alQur an mengandung dua makna, d
Secara harfiah, perkataafifalah berarti mendapatkan atau memperoleh
keberuntungan.Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan
kebehasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan
memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan
menyenangkan dengan  berkesinambungan, berkecukupan dan
bermartabat. Dalam pada ital-falah dalam konteks kehidupan akhirat
dibangun di ate empat penyangga; (a) kebahagiaan kekal abadi tanpa
mengalami kebinasaan, (b) berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, (c)
kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan (d) pengetahuan tanpa
mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan
yang sempurna kecuali kehidupan akhirat, sebagaimana dinyatakan di

dalamalQu r 6 a n -Ankatsit : 64N

6 Asep Usman Ismail, AQur an dan Kesejahteraan Sosial, (
2002), h. 1
" Asep Usman Ismaidl-Qur - an dan Kes.elih.ahteraan Sosi al
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AhGes! f ot k $udlgke Ju 3 (3 peov,) Sah! 8500 ey By

b b (193

Artinya : Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main
main. dan Sesungguhnya akhirat Itulah yang sebenarnya

kehidupan, kalau mereka mengetahui.

Kesejahteraan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) berasal dari
kata sejahtera yang mempunyai malka@aan, sentosa, makmur, dan
selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan
sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa
Sansekeaarab a y dng berarti payung. Kesej
spiritual merupakan tujuan yang inglicapai dalam proses pembangunan.
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak harus
dicapai dalam aspek material saja tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika
sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai
keberhasilan material makésa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang

diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat hanya akan merasakan
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kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas
tersedia®
2. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan sudteadaan terpenuhinya
kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu
mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat
dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk
pelayanan sosial yang meliputi reli#si sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sbsial.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan
jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai
dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan ddp#tur berdasarkan
proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan
sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding
atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.
Sebaliknya rumah tangg#engan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan
pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan.

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga

setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan,

'8 Harry Hikmat,Strategi Pemberdayaan Masyés, (Bandung: Humaniora Utama Press,
2001), h 8
9 Undangundang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2
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dancara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang
faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahter&an.

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok
Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental
dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang
antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manhusia.
Kesejahteraan yang dibangun-@urian berdiri diatas lima pilar utama,
yakni terpenuhinya (1) kebutuhan figiikologis (2) kebtuhan
intelektual (3) kebutuhan emosi (4) kebutuhan spiritual (5) kebutuhan
sosial. Kelima kebutuhan ini, memiliki dimensi lahir dan batin, serta
berpijak pada realitas kehidupan yang menjadi landasan, motif, dan
perjuangan untuk mengembangkan kualitasidegoan dunia, tetapi tidak
berhenti pada pemenuhan kebutuhan {isttogis atau kehidupan
kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat. Kualitas hidup
yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan yang ditawarkaQ alr 6 a n
tercermin pada doa sajagat.

Kesejahteraan sosial sebagai kegidtagiatan yang terorganisasi
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui
pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebuitebaituhan
di dalam beberapa bidang seperti kehidupan kgdudan anak, kesehatan,

penyesuaian sosial, waktu senggang, stasidadar kehidupan, dan

20 Nurul Husna,limu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sogiairnal AlBayan, Vol.
20. No. 29, Januari 2014), h. 46

2L Nurul Husna,llmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sogiairnal AtBayan, Vol.
20. No. 29, Januari 2014), h. 46



28

hubungarhubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan social memberi
perhatian utama terhadap indivithdividu, kelompokkelompok,
komunitaskomunitas, dan kesatukesatuan penduduk yang lebih luas;
pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan
pencegahan.

3. Kebijakan Kesejateraan Sosial dalam Pemerintahan

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari
pelayanarpelayanan sosialan lembagdembaga, yang bermaksud untuk
membantu individundividu dan kelompok agar mencapai standar
kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan
dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap
kemampuan dan meningkatkakesejahteraan petani selaras dengan
kebutuharkebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Kebijakan kemiskinan adalah suatu usaha pengambilan keputusan
dalam hal kemiskinan mulai dari menentukan target dengan menggunakan
indikator, penanganan, dan penangulangemtuk mengatasi masalah
kemiskinan. Dalam menangani dan menanggulangi kemiskinan harus
mengerti betul tentang kemiskinan dan indikator yang akan digunakan.
Kajian tentang pemahaman kemiskinan yang hakiki dan komprehensif
sangat diperlukan untuk memahanandmencari penjelasan agar tidak

terjadi salah urus ketika menanggulangiffya.

22 Khodiziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyantdmplementasi Program Keluarga
Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten
Mojokerto,(Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4), h. 70%4
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Kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu
adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan
orang dibandingkan dengan standar kehidygarg umum berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara
langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan,
kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai
orang miskin®®

Kemiskinan berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi tiga yakni
kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, kemiskinan natural.
Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan presiden no. 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa
penangulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah
dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat Kesegan
rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui
bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemiamasaha ekonomi
mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan

ekonomi.

% Suparlan, ParsudkKemiskinan di Perkotaar{Jakarta, Sinar Harapamaml Yayasan Obor
Indonesi, 1984), h. 12
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4. Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan

Jaminan sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial yang
diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negatanyk
memenuhi kebutuhan dasar yang layak, mencakup sebuah bidang dari
kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau
perlindungan terhadap kondisi sosial seperti kemiskianan, usia lanjut,
kecacatan, pengangguran, keluarga, anakanalashlain. Dalam Islam
jaminan sosial berasal dari kata takaful yang menunjukan makna
Apengharusand dan Atanggung jawabo, k
interaktif dari kata kafala. Dikatakah,a k a f f a | t,wrtingaiakly sy a-= |
mengharuskan diriku kepanya, dan aku akan menghilangkan darinya
ketelantaran. Sedangkan kata sosial disebutkan dalam Islam dengan kata
i j t i yaragybdrarti masyarakat. Maksudnya, perkumpulan sekelompok
manusia yang dipadukan oleh satu tujtfan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan sosial itu
berarti, fAtanggung |Jjawab penjaminan Yy
muslim terhadap individindividunya yang membutuhakan dengan cara
menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merekdinakebutuhan
mereka, memperhatikan meraka dan menghindarkan keburukan dari
mereka. Namun, harus diingat jika membahas takaful dalam islam adalah

bahwa takaful mencakup orang yang membutuhkan yang telah

24 Jaribah aHaritsi, Akigh Al-igtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibnu Al Khaththab
Diterjemahkan Oleh Asmuni Shalilah Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar Ibau Al
Khatthab (Cet.3;Jakarta Timur: Khalifa,2010), h. 285.
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mengerahkan segala upayanya tetapi tidak bisareal&asikan
kecukupanny&

Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa islam mendukung
para penganggur dan oraagang yang malas bekerja. Atas dasar tersebut,
maka terminologi jaminan sosial mengandung beberapa makna,
diantaranya adalah (1) keharusan, {@hggung jawab kolektif dalam
penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah ke individu
atau dari individu terhadap jamaah, (3) keluasan cakupannya terhadap
semua sisi kehidupan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan.

Takaful merupakan anggung jawab masiagasing individu,
masyarakat dan pemerintahan sebagaimana yang di jelaskan sebagai
berikut :

a. Tanggung jawab individu
Tanggung jawab individu yang diemban oleh seseorang yang mampu
terhadap orangrang yang membutuhkan dari oramgng yang dia
wajib nafkahi seperti kerabat dan orang sekitar mereka yang
membutuhkan. Hal tersebut terkait dengan tolmamolong yang di

sebutdalam AQu r 6 a n -M&dah agat 2 yAitu:

¥ Oy 8By g PAESD By g ESHI By A cdBYET

g 3Wpe T BITE BW8 & apdl PresMasselA v g §lkes

% Jaribah aHaritsi, AHfigh Al-igtishadi Li Amirul Mukminin Umar lbnu Al
Khat ht habé, h. 285.
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BeEYEBan BY Bk aRQRANK SRR v q¥pEe By

OvE° @ (RFBY O (3 pRiEH EM° M (PRI APOR akDiEs

aeee SUBHIEC E8a) (E 84S Q28 CX)

Artinya : Hai orangorang yang beriman, janganlah kamu melanggar
syi'arsyi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan
bulan haram[390], jangan (mengganggu) binataingtang had
ya[391], dan binatanginatang gala#d[392], dan jangan (pula)
mengganggu orangrang yang mengunjungi Baitullah sedang
mereka merari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah
berburu. dan janganlah sekkiili kebencian(mu) kepada sesuatu
kaum karena mereka menghaldrjangi kamu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuatiaya (kepada mereka).
dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolomgenolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat sikslya.Syi'ar

b. Tanggung Jawab Pemerintah Tanggung jawab ini adakalanya secara
langsung, yaitu dengan merealisasikan kecukupan dari Baitul Mal

terhadap orangrang yang tidak mampu dan terkadang tidak
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langsung, vyaitu yang mewajibkan individu dan masyarakat untuk
melaksaakan kewajiban terhadap orang yang membutuhkan.

c. Tanggung Jawab Masyarakat Sesungguhnya hukum yang asal bahwa
pemerintah mencerminkan masyarakat dalam merealisasikan jaminan
sosial. Akan tetapi jika pemerintahan tidak dilaksanakan hal tersebut
karena suatisebab, maka masyarakat mengemban tanggung jawab
tersebut secara langsung. Dimana tanggung jawab ini menjadi fardu
kifayah. Salah satu kebijakan dalam hal sosial yang di lakukan
pemerintah di Indonesia adalah program keluarga harapan. Sejak tahun
2007 pererintah indonesia telah melaksanakan program Bantuan
Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini di kenal dengan nama Program
Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan
penanggulangan kemiskinan. Program Bantuan Tunai Bersyarat atau
disebut Conditional Cash Transper(CCT), telah dilaksanakan di
beberapa negara dan cukup berhasil dalam menaggulangi kemiskinan

yang dihadapi oleh neganaegara yang melaksanakannya.

D. Program Keluarga Harapan (PKH)

1.

Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang bekesimpulan dari
beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait,
untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program

mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang
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sama atau sasargasaran yang kag bergantung dan saling melengkapi
yang semuanya harus dilaksanakan. Program sering dikaitkan engan
perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai
program berbasis pemberdayaamasyarakat, karena kemiskinan
merupkan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan-langkah
langkah penanganan dan penekatan yang sistematik, terpadu, dan
menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar
masyarakat secara layak melaleingbangunan inklusif, berkeadilan, dan

berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

2. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula
merupakan lanjutan program Programm Subsidi Bantauargsuag
Tunai (BLT) yang sudah berlangsung sebelumnya dalam rangka
membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli pada
saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak
(BBM). Program Keluarga harapan (PKH) lebih dimaksud sehmpgga
membagun sistem perlindungan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai

upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selam& ini.

®Muhaimin Suti ah, danMaBaemennPgndidikanglakgrta: Pr ab o wo
Kencana, 2009), h. 339.

2" Direktorat Jaminan SosialDirektorat Jenderal Perfidungan dan jaminan sosial
Kementrian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Hargjgah Revisi,2013), h. 1.
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Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang
memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin
(RTSM). Sebagai imbalannya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan
kesehatan. Tujuan umum Program Keluarga harapan (PKH) adalah untuk
mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan,
meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku Rumah
Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relatif kurang mendukung
peningkatan kesejahteragh.

Kewajiban penerima Program Keluarga Harapan (PKidjkaitan
dengan kesehatan dan pendidikan. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
yang sudah ditetapkan menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
dan memiliki kartu Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan
memenuhi persyaratan kesehatan. Persyaratan rtisepengontrol
kandungan ibu hamil, menimbang dan memberi vitamin kepada balita.
Adapun peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikenakan
persyaratan kesehatan adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang
memiliki ibu hamil, anak balita atau anak u&& tahun yang belum
masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD). Berkaitan dengan pendidikan,
peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenubhi

persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berdsa 7

%8 Departemen Sosial Republik IndonedPedoman Umum PKH (Jakarta: Dinas Sosial
RI, 2009)
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tahun. Anak peserta Program Keluangarapan (PKH) tersebut harus

didaftarkan pada satuan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD) dan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mengikuti kehadiran di kelas

minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran

berlangsung. Apabila ada &gang berusia® tahun yang sudah masuk
sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan
persyaratan pendidikan.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) hasil pendataan Program
Perlindungan Sosial (PLS) Tahun 2011, yang tercantum dalam keaputu
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang
Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu,
yang dimaksud dengan keluarga miskin dan rentan adalah;

a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai
sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar.

b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi
konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.

c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga
medis,kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.

d. Setiap anggota rumah tangga.

e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai

jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
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f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan
kondig tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah
usang/berlumut atau tembok tidak diplester.

g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan
kondisi tidak baik/kualitas rendah.

h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/sengiastengan kondisi
tidak baik/ kualitas rendah.

I. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik
atau listrik tanpa meteran.

j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8/orang dan 56

k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau matdalkir
terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan yang
termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di
Indonesia. Program ini meruapakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan
denganpersyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum Program
keluarga harapan (PKH) adalah meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan mengubah pandangan, sikap serta prilaku Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan
dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemis&inan.

Pembayaran bantuan dilakukan empat kali atau empat tahap dalam

satu tahun. Bantuan tetap yang diberikan kepada peserta Program

29 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat JendeRa#rlindungan dan jaminan sosial

Kementrian Sosi al RI é, h . 1.
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Keluarga Harapan (PKH) adalah Rp. 200.0Q@ika peserta meiiki anak
usia di bawah 6 tahun dan ibu hamil/menyusui maka bantuan akan
ditambah Rp. 800.000, Bertambah Rp. 400.000jika memiliki anak
peserta pendidikan setara SD/MI. Bertambah lagi Rp. 800.(i&8,
peserta memiliki anak peserta pendidikan setdv#P/SITs. Penerima
bantuan atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tentu akan
menerima jumlah uang yang berbdmda sesuai dengan anggota keluarga
yang dimilikinya. Namun jika peserta tidak memenuhi komitmen yang
telah ditentukan dalam tiga bulan makas#éwran bantuan yang diterima
akan berkurang Rp.50.000 untuk bulan pertama, berkurang Rp. 100.000
pada bulan kedua dan pada bulan ketiga berkurang Rp. 150.000 apabila
masih tidak memenuhi komitmen. Jika dalam tiga bulan berturut
masih tidak memenuhi dkitmen maka akan dikeluarkan dari
kepesertaar?

3. Kreteria Penerima Program keluarga harapan (PKH)

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) yang sesuai dengan kriteria Badan Pusat
Statistik (BPS) dan memenuhi satu abv@berapa kriteria program, yaitu:

a. Kiriteria kategori kesehatan meliputi :
1) Ibu hamil/menyusui/ibu nifas/anak balita
2) Memiliki anak usia € tahun 11 bulan

b. Kriteria kategori pendidikan meliputi :

30 Kementrian Sosial Republik IndonesiBedoman Umum Penyelenggaraan Program
Keluarga Harapan (2013), h. 4
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1) Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia-I2 tahun)
2) Memiliki anak SMP/MTs/Paket B/ SMLB (usia <115 tahun)
3) Memiliki anak SMA/MA atau sederajat

c. Kiriteria kategori kesejahteraan sosial meliputi :
1) Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh tahun)
2) Penyandang disabilitas diutamakan penyadang disabiderat

d. Ketiga Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
tersebut hanya harus terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan
berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin yang memiliki
salah satu atau lebih kriteria tersebut blerh@ndapat bantuan
Program Keluarga Harapan (PKH). Jika sebelumnya mereka tidak
masuk dalam daftar calon penerima Program Keluarga Harapan
(PKH), maka mereka tidak akan divalidasi. Perbedaan kriteria kategori
akan berpengaruh pada besar bantuan Programaigel Harapan
(PKH) yang diterima. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan
kriteria kategori A saja, untuk 2020 ini besar bantuannya adalah
Rp. 3.000.000 per tahun, sedangkan untuk Program keluarga harapan
(PKH) yang memiliki kategori C besaramtuan Rp.2.400.000 per
tahun, pada setiap tahun data akan selalu berubah begitupun besar
bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diterima
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditahun seterustlya.

4. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

31 Kementrian Sosial Republik IndonesiBedoman Umum Penyelenggaraan Program
KeluargaHarapan (2013), h. 4
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Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah
untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas
sumber daya manusi, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung
peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini
berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target
Millinnium Devlopment Goal@MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat
beberapa tujuan lain dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini baik
secara khusus maupun secara umum. Secara khusus, tujuan Program
Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas:

a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumahngga Sangat Miskin
(RSTM).

b. Meningkatkan taraf pendidikan arakak Rumah Tangga Sangat
Miskin (RSTM).

c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak
di bawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM).

d. Meningkatkan aksesddqualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
khususnya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). Rumah
Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang menjadi sasaran Program
Keluarga Harapan (PKH) adalah sekelompok orang yang tinggal satu
atap,baik yang terkait oleh palian darah (keluarga batih) maupun
tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan perkapita perbulan di
bawah garis fakir miskin.

5. Dasar Hukum PKH
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Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

a. UndangUndang nomor 11 Tahun 2010, tentang kesejahtei@asial.

Pasal 19: APenanggul angan kemi skir
program, dan 48 Berita Program Keluarga Harapan (PKH), Kriteria
Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

b. Program Keluarga Harapan, Sabtu 17 Maret 2018. kegiatan yang
dilakukan eradap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan
tidak dapat memenuhi kebutuhan yang

c. UndangUndang nomor 13 tahun 2011, tentang penanganan fakir
miskin Pasal 3 :iFaki r mi skin ber hak me mp e
kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan
martabatnyao. Pasal 15 : APemerint
bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan
kesehatano.

d Pasal 16 : amAMemenetahiDadrah bertasthggung jawab
memberi kan bantuan biaya pendidi kan
Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2
APemberian bantuan | angsumnbgntuber kel a
pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian
bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan

kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai
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persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tata&i di
dal am Peraturan Presideno.

e. Pasal 13 ARnPemberian bantuan | ang
dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan
data yang ditetapkan oleh instansi denfan menggunakan data yang di
tetapkan olen intansi yarmprwenang berdasarkan ketentuan peraturan
perundangu ndangan. O

f. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan
Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparasi

g. Penyaluraan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga

h. Sarmgat Miskin Rumah Tangga Sangat (RTSM) sebagai peserta
Program Keluarga Harapan.

a. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang
berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan

i. Program Keluarga Harapan.

Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.
j. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
E. Mashlahah MursalahDalam Kebijakan Pemerintah
1. PengertiarMaslahah Mursalah
Maslahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu

maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa arab
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€e A € Amenjdli 3| Addau wyj yang berarti sesuatu yang
mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah beradedtdakerja

yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maful, yaitG:1 ¢ ¥4 33F BPMF CT 9%
menjadi 3 Hh Jaxg berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan).
Perpaduan dua kata menjadi maslahah mursalah yang berarti prinsip
kemaslahatan (kebaikan) n@ dipergunakan menetapkan $uatu hukum

Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik
(bermanfaat}?

Adapun definisi lain mengenai maslahah mursalah, yaitu Menurut
bahasa, maslahan berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berarr
lepas. Menurut istilah, masalahah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak
di tetapkan olels y a dalrd penetapan hukum dan tidak ddél yang
menyuruh mengambil atau menolakriya.

Maslahah Mursalah itu yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil
yang mengakuinya atau dal yang membatalkannya. Misalnya
kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan
penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan
pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu, atau lainnya yang
termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh berbagai kebutuhan atau
berbagai kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada

buktis y a yamgdnenunjukkan terhadap pengakuan atau pembatalannya.

32 Amir Syarifuddin,Ushul Figh Jilid 2 (Jakarta: Bina llmu, 2010). h. 142.
33 H.M.Hasbi UmarNalar Figh Kontemporer(Cet. |; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),
h. 112
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Dalam pengertian rasionalnya, maslahah berarti setsla, atau
tujuan yang baik. Maslahah dapat juga dikatakan sebagai suatu
permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan
atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah masalih dan
biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotamggonistik dengan
kata mafsadahjgmaknya mafsadft yang berart buruk atau rusak, dan
terkadang dilawankan dengan ksgyyi ah(keburukany*

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal daneahlih, yang
searti dengan kata salah, yaitu " mendgitan kebaikan Terkadang
digunakan juga istilah lain yaitu-alislah yang berarti " mencari kebaikan
" Tak jarang kata maslahah atau istislah ini disertai dengan kata al
nasib yang berarti "hdlal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.
Dari bebeapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap
sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk
memperoleh  kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak
kemudaratan, maka semua itu disebut dengan masfahah.

Dalam konteks kajian ilon ushul alfigh, kata tersebut menjadi
sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan
Syari' dalam penetapan hukum bagi harmaenba Nya, yang mencakup

tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

% Mohammad Rusfiyaliditas Maslahat aMursalah Sebagai Suver Hukum(E-Journal,
AL-6 ADALAH Vol . XII, No. 1 Juni 2014), h. 65

% Abdul Azis Dahlan et alEnsiklopedi Hukum IslartCet Ill; Jakarta : Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1999), h. 1145.
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kekayaan, serta emcegah hahal yang dapat mengakibatkan luputnya
seseorang dari kelima kepentingan terseBut.

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh
ulama ushul dalam menetapkan hukustir(ba)) yang persoalannya tidak
diatur secara eksplisit dgah Al-Qur'an dan AHadis Hanya saja metode
ini lebih menekankan pada aspeiaslahatsecara langsundylaslahah
mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang
mutlak Menurut istilah para ahli ilmushul fighiialah suatu kemaslahatan,

di mara syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir
kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan
dan penolakanny#.

Maslahah mursalah biasa ditemukan dengan melalui misicslah,
dan ini merupakan dasar (sumber) hukunans|Menurut istilah para
fugaha islislah adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat
yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai
dengan magqashidl-Syari'ah atAmmali (tujuan umum hukum Islam).
Istislah merupakan jalayang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan
kaidahlkkaidah dan perintaperintahnya terhadap berbagai peristiwa baru
yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang

harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan magqashid

% Amir Syarifuddin,Ushul Figh(Cet I; Jakarta : Logos Wacana limu, 1999R13.
37 Amir Syarifuddin,Ushul Figh ..., h. 213.



46

al-Syari 'ah alAmmah dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak
kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mdhgkin.

Maslahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu
yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang
direalisagan oleh syari at Islam dalam bentuk umudashknashpokok
ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan
memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat
syara' (Allah swt dan RastNya) tidak menentukan bentldentik dan
macarmmacam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan
mursalah yaitu mutlak tidak terbatas.

Dari berbagai definisi tentanghashlahahdengan rumusan yang
berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu
yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan
menghindarkan kan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan
tujuans y a dakard menetd@an hukum.

Dari kesimpulan terlihat adanya perbedaan antashlahahdalam
pengertian bahasa dan dalam pengertia
terlihat dari segi tujuas y a yaagddijadikan rujukan. Mashlahah dalam
pengertian bahsa merujuk pada tujp@menuhan kebutuhan manusia dan
karenanya mengandung pengertian mengikuti syahwat atau hawa nafsu.
Sedangan pada mashl ahah dalam artian

dalamushul figh yang selalu menjadi ruj ukan

3 Amir Syarifuddin,Ushul Figh ..., h. 213.
39 Abdul Azis Dahlan et aEnsiklopedi Hukum Islam..., h. 1145.



47

yaitu memelihaaa agama, jiwa, keturunan dan harta benda tanpa
melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan
kesenangan dan menghindarkan ketidaksendfigan.
Berikut ini beberapa definisi mashlahah mursalah dari para ufama :
a) Al-Ghazali
eyl JbX pPF 39 Kwfs?d d®™ Cobl T3 1@
Apaapa (masl ahah) yang tidak ada buk
bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang
memerhatikannya.
b) As-Syaukani
MO33KF MF upMNIOF WpFf i IOF
Maslahah yangt i d a k di ket ahui apakah syar
memperhitungkannya
c) Ibnu Qudamah
ey/lB PpF3A3IKF BM bfrl-
Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang
membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya
d) Yusuf Hamid alAlim
FKOPDFA9K®D WD pfOF XA H O ¢
Apaa p a (masl ahah) yang ti dak ada pe
membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya

e) Jalaluddin Abd aRahman

40 Amir Syarifuddin,Ushul Figh Jilid 2 (Jakarta: Bina llmu, 2010). h. 144
“! Hendri Hermawan Adinugrahajashudi, AiMaslahah AlMursalah dalam Penentuan
Hukum Islam(Jurnal llmiah Ekonomi Islam, Vol 4, No 01, tahun 2018), h. 4
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_FMNK bpF?2 MF pF3y3KbF?3 JF3 3OWF FnlO
Maslahah yang selsa dengan tujuan syari 6 (peEe
tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya

atau penolakannya.

f) Abdul Wahab aKhallaf
FNCFMKOF_ B MF FKPF Y3 Kb 3y KO}
Maslahah mursalah ini ialah maslahah yang tida® a dal i | syal
datang untuk mengakuinya atau menolaknya
g) Muhammad Abu Zahrah
MF pfF33KbfF? JF3 OWF FAKO Cnlt BM 0
FMNObF
Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada
petunjuk tertentu yang mdiuaktikan tentang pengakuannya atau
penolakannya.
h) Menurut Amir Syarifuddin terdapat dua bentuk maslahah aitu:
1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia
yang disebujalb al-ma n a(fhembawa manfaat). Kebaikan dan
kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan
sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan
kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau

dirasakan hari kemudian, atau Han Hari Kemudian (akhirat).

2 Hendri Hermawan Adinugrahajashudi, AiMaslahah AlMursalah dalam Penentuan
Hukumlislamé , h. h. 4
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Segala perintah Allah swtberlaku untuk mewujudkan kebaikan dan
manfaat seperti itu.

2) Menghindari ummat manusia dari kerusakan dan keburukan yang
disebutd a r Gmafasidl Kerusakan dan keburukan pun ada yang
langsung dirasakannyatelah melakukan perbuatan yang dilarang,
ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan
perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah
kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang
berpenyakit atau meminuminuman manis bagi yang berpenyakit
gula

Berdasarkan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat
dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada
hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum
dalamhah al yang sama sekal:i tidak disebt
assunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan

umat.

. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

Sumber hukum Islam dilihat dari segi penggunaannya terbagi
menjadi duaPertama dalil (sumber) hukum Islam yang disepakati oleh
jumhur ulama. Kedua dalil hukum Islam yang diperselisihkan, dengan
pengertian bahwa sebagian ulama menganggapnya sebagai dalil,

sementara yang lain tidak.
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Dalil hukum Islam yang disepakati oleh jumhuama ada empat,

yaitu alQu r 6 a n , sunnah, ijmadé dan qiyas.

urutan penggunaan serta pemakaiannya dalamstdvdth adalah al
Qur 6an, sunnah, I jma | alu qiyas.
jumhur ulama tentang ketentuansibut adalah:
a. AI-Qur dan ,NissuaGat( 4a)l: 59:
.o cTEEhy] & D Bian b{FAGRIAY FoR/AYReE enkit
Ll €Y10p LRI BRasfu o, mih et FAFn ovT
Artinya : -ordngd gang berimanh §aatlah kepada Allah,
taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu, jika
kamu berselisin tentang sesuatu, maka kembalikanlah
kepada Allah (aQuran) dan Rasul (Sunnah). demikian jika
kamu benabenar beriman kepada Allah dan hari
kemudian, yang demikain itu lebih utama (bagimu) dan

l ebi h baik akibatnya. 0

Perintah taat kepada Allah maksudnya perintah untuk mengikuti
a- Qur 6an. P e r idan Raauh maksadayia pekirdap aintuk
mengikuti sunnah atau hadith. Perintah mentaati ulil amri maksudnya
perintah untuk mengikuti hasil kesepakatan ulama di bidang hukum
Islam, sedangkan mengembalikan masalah yang diperselisihkan
kepada Allah dan RasulNya nmaksudnya memecahkan masalah

tersebut melalui giya, yaitu menganalogikan hukum masalah yang
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diperselisihkan dengan hukum masalah yang ditegaskan oleh nashsh

@Qur dan atau sunnah) berdasarkan o0i l

. Hadith riwayat Abu Dawud (w. 275 H.)

Rasulullah Saw bersabda:

Keti ka Rasulull ah SAW akan mengutus

beliau berkata 1bagaimana engkau memutuskan perkara apabila dating

kepadamu persoalan yangperlu diput us

akan memutuskannya berdasarkanlki@lah (alFQur 6 an) . Apabi

aku tidak menemukan, aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah

Rasulullah. Apabila aku tidak menemukan, aku akan berijtihad dengan

seksamabéd. Ke mudi amepuR alada IMuaaih darme n e p u |

berkata segala puji bagi Allah yang ael memberi taujik kepada

utusan Rasulullah kepada el yang diridloi oleh Rasulullah.

Diriwayatkan ol eh Abu Dawud dar i Ha f

Abi Aun dari AlHarith ibn Amr dari kemenakan -8ughirah bin

Shudbah dari paralsbtahabat Muadh bin
Timbul persoalan, bagaimana jika kasus yang terjadi di tengah

tengah masyarakat itu tidak dapat diselesaikan metpyais maka

muncullah dalddalil lain selain yang empat tadi. Dadilil tersebut

yang paling menonjol adalamashlahah mursalah, isisan, sadd

dhari 6ah, i stishabdandhardfd mawnmhbhabl &

Statuske-hujjah+a.n ketujuh daliltersebut masih diperselisihkan oleh

fugaha dan ushulliyyun. Dengan arti bahwa sebagian ulama
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memandang sebagai hujjah dan sebagian yang lak treemandang
sebagai hujjah. Jadi mashlahah mursalah yang tengah penulis bahas ini
merupakan dalil yang status-kaejjah-annya masih diperselisihkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang penempatan para fugaha
dan ushulliyyin, siapa sajakah yang termasuKorkpok yang
memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah, dan siapa sajakah
yang termasuk kelompok yang tidak memandang mashlahah mursalah
sebagai hujjaf®
Diantara ulama tersebut adalah:

1. Imam atAmidi (W. 631 H)
Al-Amidi dalam allhkam menyatakan bahwa falop dari
kal angan Shafi éiyyah dan Hanaf iy
memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah. la menyatakan
itulah pendapat yang benar. Pendapat yang dinukil dari Malik, ia
memandang sebagai hujjah tetapi ashhdb Malik menolaknya.
Kalaulah gnukilan dari imam Malik itu benar, nampaknya ia tidak
menerima semua maslahat, tetapi hanya menerima maslahat yang
statusnya dharuriyyah, qgathoéiyyah
2. Imam at Asnawi (W. 772 H)
Al-Asnawi menyatakan dalam minhaj-\&ushul bahwa
dalam menyikapkehujjahan mashlahah mursalah ulama terbagi

menjadi tiga kelompok. Pertama, menolak secara mutlak. lbnu

4 Hasnan BachtiafVlashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islanfjurnal Ulumuddin,
Volume IV, Tahun IIl, Januad Juni 2009)
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Hajib (W. 646 H) menilai sebagai pendapat yang kuat. Sedangkan
al-Amidi (W. 631 H) menilai sebagai pendapat yang benar yang
disepakati oleh para fugah#&edua, menerima sebagai hujjah
secara mutlak. Pendapat inilah yang masyhur dari Imam Malik dan
dipilih oleh Imam aHaramain. Pendapat ketiga, menerima
mashlahah mursalalengan ketentuan maslahatnya harus bersifat

dharur i yy ahlankuljygahh 6i yy ah,

. Imam Wahbah Zuhaili

la berpendapat bahwa ulama yang menerima maslahat
sebagai hujjah adalah ularalama Malikiyyah dan Hanabilah.
Kelompok Hanafiyyah menerima mashlahah mursalah melalui j
alur istihsan. Sedangkan ulama yang menolak mashlahah mursalah
sebg a i hujjah adalah kel ompok zhdhi
Shafi 6i yy aHajibdad ealikiyyab.n a |
Mayoritas penulis ushul figh angkatan baru, sepefuhi,
berpendapat bahwa pada prinsipnya
ushulliyyin termasuk ah 6 i mmarlmahgaimam mazhab empat)
menerima mashlahah mursalah sebagai hujjah. Sekalipun hal itu
tidak mereka jelaskan dalam bukuku ushul afigh mereka,
tetapi dapat ditelusuri dari hasisil ijtihad mereka yang terbesar
dalam berbagai buku figh. Ternydtanyak ditemukan hadilasil

jtihad mereka yang bersandarkan mashlahah mursalah.
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Dari beberapa nukilan di atas dapat diketahui bahwa
bagaimana para ulama berbeda pendapat tentanigujjatran
mashlahah mursalah, mereka juga berbeda pendapat tentang siapa
dan kelompok mana saja yang memandang mashlahah mursalah
sebagai hujjah dan mana yang tidak. Menurut hemat penulis,
adanya silang pendapat ini antara lain muncul dari sumber
informasi yang nampaknya saling kontradiksi dan adanya
perbedaan persepsi merekalain menilai hakikat mashlahah

mursalah.

3. Syarat-syarat Maslahah Mursalah
Dalam syaraimaslahah mursalallapat dilihat melalui penjelasan
sebagai berikuf
a. Maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan sekedar
maslahah yang diduga atauadumsikan.

Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk
membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus
mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar
dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa

mempertimbangkanya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah

4 Rafsan Mulky,Ushul Figh (Bandung: Pustaka Setia, 2009). h. 149.
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berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya
larangan bagi suami untuk menalak isterinya dan memberikan hak
talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya
pembentukan hukumsemacam ini menurut kami tidak mengandung
terhadap maslahah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya
rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya
ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undadgng, tetapi bukan
atas dasar keikhlasan.

b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan
kemaslahatan pribadi atau kemaslahaan khusus.

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan
hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas
umat manusia atau menolak bahaya daereka., bukan untuk
kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan
minoritas dari merek&

Oleh karena itu fatwa Imam Yahya bin Yahyalaltsi at
Maliki, seorang figh Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas
adalah salah. Beliau memberikéatwa kepada raja Andalusia yang
berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan bahwa
tidak ada kafarat baginya kecuali puasa dua bulan berttunuit.

Beliau mendasarkan fatwanya bahwa kafarat adalah mencegah orang

yang berbuat dosa dan nadrannya sehingga ia tidak kembali kepada

4> Rafsan Mulky,Ushul Figh é, h. 149.
6 Abd. Rahman Dahlatyshul Figh (Jakarta: Bulan Bintang. 2010). h. 207.
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perbuatan dosa serupa., dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini
dari hal itu kecuali puasa dua bulan.

Adapun memerdekakan budak, maka hal ini terlalu mudah
baginya. Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatapiteanya khusus
kepada raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat
bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan
sengaja adalah memerdekakan seorang budak, kemudian barangsiapa
yang tidak mendapatkannya maka ia bespuselama dua bulan
berturutturut, selanjutnya jika tidak sanggup maka ia memberikan
makanan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara
seorang raja atau fakir miskin yang berbuka puasa pada siang hari
bulan ramadhan dengan sengaja. Jadi kkxhatan ini dibatalkaH.

c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengeang a s hi d dantdaky ar i 6 ah
bertentangan dengan dalidlils y ar a o0 .

Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut
persamaan antara lalaki dan perempuan dalam hal pembagian
warisan, karena hal itu bertentangan

4. Macam-macamMashlahah Mursalah
Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum,
mashlahah ada tiga macam, yéftu:
a. Mashlahah dharuriyah adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok)

yangkeberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

47 Abd. Rahman Dahlatyshul Figh é, h. 207.
“®Rac hmat lMBwUsHuleigh(Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), h. 119.
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b. Mashlahah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan
hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri.
Mashlahah hajiyahjika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia,
tidak sampai smra langsung menyebabkan rusaknya lima unsur
pokok.

c. Mashlahah tahsiniyahadalah mashlahahyang tingkat kebutuhan
hidup manusia kepadannya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga
tidak sampai pada tingkat haji,namun kebutuhan tersebut perlu
dipenuhi dalen rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi
hidup manusia.Mashlahah dalam bentuk tahsini (perbaikan) ,juga
berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.

Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum,
mashlahah itu juga disebut juga dengan mibn&dashlahah dalam artian
munasibterbagi menjadi tiga bagiaf?:

a. Mashlahah alMu 6 t a byaitu mashlahah yang diperhitungkan oleh
syari 0. Maksudnya, ada petunjuk dari
tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya mashlahah
yang menjadi alasan dalam menetapkan hukuari Rngsung tidak
langsungnya petunjulethadap mashlahah terbagi dua yaitunasib

mu 6 a tdanmenasib mulaim

“Rachmat llBwUsHuleighBandung; CV Pustaka Setia, 2010), h. 120
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b. Mashlahah aMughlah, yaitu, mashlahah yang dianggap baik oleh
akal tetapi tidak diperhatikan ol eh
menolaknya.
c. Mashlahah alMursalah (biasa disbut jugalstishlah), yaitu apa yang
di pandang bai k ol eh akal, sejal an
menetapkan hukum; namun ti dak ada
memperhitungkannya dan tidak ada pytae t unj uk syar abo
menolaknya
5. Maslahah Mursalah sebagai Metoddjtihad
Adanya perbedaan dikalangan ulama mengenai penggunaan
maslahah mursalalsebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya
dal il khusus yang menyatakan diteri ma
secara langsung maupun tidak langsung, bahwa diamgtkanaslahah
itu oleh jumhur ulama adafah karena a
Berikut padangan ulama tentang penggunaan maslahah mursalah
sebagai metoditihad:
1) Ulama Hanafi, ada perbedaan pandangan terhadap maslahah mursalah
yaitu penukilan yang berbedallama beranggapan bahwa sebagian
ulama hanafiah mengamalkan maslahah mursalah, karena kedekatan
metode ini dengan istihsan yang populer dikalangan ulama hanafiah.
2) Ul ama Sy a tAmidii dara tbn Hapbl dalam kitabnya -al

Bi dakhsyi, ul anmgatidalymehggunakgnanashlahalmp a k

0 Amir Syarifudin,Ushul Figh Jiid 2H. 357
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mur sal ah dalam berijithad. Namun

menggunakan metode ini, seperti-Gilazali yang menerima
penggunaan metode ini dengan syarat tertentu.

3) Ulama Hanbali, menyatakan bahwa metode maslahah mursalah itu
tidak memilki kekuatan hujah dan tidak boleh melakukan ijtihad
dengan menggunakan metode ini.

4) Ulama Maliki, merupakan yang secara jelas menggunakan metode
maslahah mursalah sevagai metode ijtitfad.

Fatwafatwa hukum yang dikeluarkan oleh ulama madénantiasa
beranjak dari pertimbangan kemaslahtan. Ada beberapa argumentasi yang
dikemukaan para ulama Malikiyah tentang penggunaan pendekatan
mashlahah mursalah dalam metode kajian hukumnya, yaitu:

1) Bahwa para sahabat Nabi saw memperlihatkan sikap oiientas
kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya,
seperti menghimpun dan menulis kembali syat a t Al qur 6an
utuh ke dalam mushahushaf.

2) Bahwa sel ama mas hl ahah berjal an

C

de

penetapan hukunmaka ia akan sesupiul a dengan kehenda

terhadap para mukallaf. Dengan demikian, mengabaikan kemaslahatan

sama artinya dengan mengabai kan kehe

1 Amir Syarifudin,Ushul Figh Jiid 2H. 357
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3) Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan,
maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagaukaran dalam
kehidupanny&?

Sehubungan dengan itu, para ulama membatasi kebebasan akal
dalam kajian maslahah mursalah, dengan menetapkan sejumlah kriteria,
sebagai berikut:

a) Maslahah tersebut bersifagasonablgma 6 Jydan relevanrfiunasib
dengan kasusukum yang ditetapkan.

b) Maslahahtersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.

c) Maslahah tersebut harus sesuai maksady a dalad menetapkan
hukum, dan tidak bertentangan dengan nas, baik dengardalalil
tekstualnya mauppun dengan dadasar pemkiran subtansialnya.
Dengan kata lain harus sesuaidengemq asi d *syar i 6ah

Melengkapi syarat diatas, dari refereansi karangan Amir

Syarifuddin yaitu Ushul Figh jilid 2, dapat ditambahkan kriteria atau

syaratnya yaitu mashlahah mursalah diamalkan ddtamdisi yang

memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara
tertentu, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti
harus ditempuh untuk mengindarkan umat dari kesulitan.

Kriteria di atas juga senada dengan arguargume ulama yang

menerima mengenai penggunaan maslahah mursalah. Ulama yang

®2H.M Hasbi Uma\alar Figh Kontemporer(Jakarta; Gaung Persada Press,2007), h.113.
3 H.M Hasbi Umail\alar Figh Kontemporer..., h.114
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menolak penggunaan metode ini pun memilki argumentasi tentang

penolakannya:

a) Bila suatu maslahah ada petungiky ayarigimembenarkannya atau
disebutmu 6 t a,bnzakaaiahtelah masuk @mh umumnyagiyas
Seandainya ia tidak mungkin membenarkannya, maka ia tidak
mungkin disebut sebagai suatu mashlahah.Mengamalkan sesuatu yang
dliura petunjuk s y ar leed@rti mengakui akan kurangnya
kesempurnaan Al qurdédan dan Sunnah Nab

b) Beramal dengan magliilah yang tidak mendapat pengakuan nash akan
membawa kepada pengalaman hukum yang berlandaskan pada
sekehendak hati dan hawa nafsu.

c) Menggunakan maslahah dalam berijtihad tanpa berpegang pada nash
akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan
hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama
hukum.

d) ljithad yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi
kemungkinan untuk b¥rubahnya hukum s

Kehujjahan Maslahah Pada ulama ushul figh sepakat mengatakan
bahwa ma sthbarbhadapatndigadikan hujjah dalam menetapkan
hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode giyas.

Mereka juga sepakat bahwa maslahamalghah tidak dapat dijadikan

hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan Maslahah

> Amir Syarifuddin,Ushul Figh h.361.
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Al-Gha i b ah, karena tidak dapat ditemuka
terhadap kehujjahan maslahah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama
meneri manya sebagai salah satu metode
sekalipun dalam penerapan dana penempatan syaratmg&anieerbeda
pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan
maslahah almursalah sebagai dalil, disyaratkan maslahah tersebut
berpegangan kepada hukum. Artinya, a
menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai &laematan itu
merupakan illat dalam penetapan.

Jika ijtihad melalui pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum
Islam di titikberatkan pada pendalaman sisi kaikailah kebahasaan
untuk menemukan suatu makna tertentu dari-teks suci, maka dalam
pendekatan melalui magasid-sglariah kajiannya lebih dititikberatkan
pada melihat nilanilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap
taklif yang di turunkan Allaf®

Pendekatan dalam bentuk ini penting dilakukan karenaagyet
hukumdalamAl-Qur 6 an terbatas jumlahnya, sem
dalam masyarakat senantiasa muncul. Dalam menghadapi berbagai
permasalahan yang timbul, melalui pengetahuan rentang tujuan hukum,

maka pengembangan hukum akan dapat dilaktfkan.

> Muksana PasaribiMaslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam, (Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014), h. 357

*Toha Andiko, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawdagashid Syariah dalam
Ekonomi Islam(Yogyakarta:Samudera Biru, 2018), h. 56

" Toha Andiko, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawdagashid Syariah dalam
Ekonomi Islam,..., h. 57
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6. RelevansiMashlahahMursalah di Masa kini dan Mendatang

Permasalahan kehidupan manusia seiring berkembangnya waktu
akan semakin kompleks. Permaslahan umat menuntut akan adanya solusi
dan jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Metode konvensional yang
digunakan ulama terdalu dianggap tidak mampu mengakomodir
permasalahan di masa mendatang. Kebanyakan maslahat atau mafsadat
dipengaruhi oleh perkembangan kondisional. Glethabitu, hukum harus
mampu memberikan naungan terhadap kondisi yang terjadi.

Manusia akan mengalami kesulitan menemukiatii nash atau
petunjuk syaraduntuk mendudukan hukurt
yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan akan kesulitan untuk
menggunakan metodgyas karena tidak ditemukan padannanya dalam
nas atau ijmaédé ul ama, sebab jarak wak
mungkin ada beberapa syamiyas yang sulit untuk terpenuhiJntuk
mengeliminasi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada
sikap semaunya dan sekehendak nafsu, makandbé&ijtihad dengan
menggunakan mashlahah mursalah sebaiknya dilakukan bersama.

F. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang
relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan dengan
penelitianini yaitu:
1. Fitri Puspitasari Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta menulis sebuah skripsi pada tahun 2015 yang
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berjudul APer an Pendamping dal am
Kabupaten Bantul 0.

Dalam penelitian tersebut lebilspesifik untuk mengangkat
permasalahan bagaimana dinamika peranan pendamping Program
Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul yaitu bagaimana perannya
pendamping dalam program keluarga harapan yang dilakukan di
Kabupaten Bantul. Apa harapan pendampiag tarapan peserta dalam
Program Keluarga Harapan (PKH). Dan juga apa kendala yang dihadapi
oleh pendamping dan bagaimana solusinya ketika pendamping dihadapi
permasalahan, untuk menjawab rumusan permasalahan diatas peneliti
melakukan observasi wawancaraendan subyek penelitian seperti
pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Koordinator Program
Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten dan pesrta Program Keluarga
Harapan (PKH), disertai dengan pengambilan data dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwg@eran pendamping dalam program
keluarga harapan yang dilakukan di Kabupaten Bantul adalah bertugas
memberikan informasi dan penjelasan k epada peserta Program Keluarga
Harapan (PKH) tentang prosedur yang harus dilalui, validasi data peserta
Program Keluarg Harapan (PKH), memberikan motivasi, pengawasan
dan pendampingan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) agar
memenuhi kewajibakewajibannya dan juga menjembatani peserta

Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pipéiak lain yang terlibat
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di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten/kota, dan bertugas
membuat laporan baik laporan harian, bulanan ataupun tahunan.
. Tri Ramadhan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadja Mada menulis
sebuah Tesis pada tahun 2010 vyang bc¢
Keluarga Harapan (PKH) dalam Peberdayaan Masyarakat | Kecamatan
Kel apa Gading Kotamadya Jakarta Utar a
Tesis ini membahas antara lain jalannya implementasi Program
Keluarga Harapan (PKH) dan fakifaktor yang mempengaruhi kinerja
implementasi Pograrieluarga Harapan (PKH). Ada beberapa indikator
yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi Program
Keluarga Harapan (PHK), yakni indikator tepat waktu, tepat guna, dan
tepat sasaran. Sementara itu indikator tambahan juga diguna kan untuk
menilai keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program
pemberdayaan masyarakat, yakni pemberdayaan dengan kebijakan dan
perencanaan, pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, serta
pemberdayaan melalui pendidikan dan pngetahuan. Semua indikator i
diletakkan pada sub maskngasing pada bab inti pembahasan. Kemudian
tiak lupa pula disertakan juga persepsi warga miskin Kelapa Gading dalam
menilai kinerja implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).
. Sri Masita Laluhang, menulis jurnal yang berjudiill mp|l ement asi
Program Keluarga Harapan (PKH) O
Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh

tim pelaksana yaitu unit pengelola Program Keluarga Harapan (PKH)
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kabupaten dan pendamping dengan bekerja sama dengan pemerintah
kecamatan dan perintah desa dalam implementasi kegiatan Program

Keluarga Harapan (PKH) adalah antara lain: pendapatan calon peserta,
sosialisai, pertemuan kelompok, pencairan dana bantuan, dan kurangnya

kesadaran peserta dalam melaporkan status kepesertaan.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah
yang penting terhadap masalah penelitian. Program Keluarga Harapan (PKH)
dapat dimaknai sebagai upaya pemahnmemberikan bantuan berupa uang
tunai kepada rumah tangga masyarakat yang tergolong tidak mampu dengan
tujuan mengurangi kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian uang tunai kepada
Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) berdasarkan petsyaraan
ketentuan yangtelah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program
semacam ini secara Internasional di kenal sebagai progyaditional cash
transfers(CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut
berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah),
ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi
ibu hamil).

Untuk mengetahui sejaumana implementasi Peraturan Menteri Sosial

Nomor 1Tahun 2018 tentng Program Keluarga Harapan(PKH) Sudah berjalan
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dengan baik apa belum dan tepat sasaran. Maka perlu dilakukan analisis
secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan
sumberdayaproses disposisi dan kejelasan struktur birokrasi. Dengan alasan
tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori George C. Edward,
dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasmberdaya, disposisi dan
struktur birokrasi. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator
tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan
perlindungan anak jalanan. Edwards menyebutkan bahwa empat faktor yang
berpemaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan
berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi
kebijakan (Budi Winarno, 2008:174). Sehingga dari pernyataan diatas peneliti
menilai bahwa teori ini akan memudahkanngldi dalam mengetahui
bagaimana implementasi peraturan Menteri Sosial tentang PKH dengan
melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan
sumberdaya, proses disposisi dan struktur birokrasi yang ada. Dari proses
implementasi kebijakan melalempat indikator tersebut dapat diketahui apa

saja hambatan dalam implementasi kebijakan Pemerintah.
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Berdasarkan kerangka teori di atas maka dapat digunakan sebagai
berikut:

Kebijakan

ImplrmrntastK ebijakan

@u@ Sumberdaya
‘ dara

Struktur
birokrasi

Disposisi

Hambatan

Implementasi kebijakan

l

Upaya mengatasi Hambata

Implementasi Kebijakan

Gambar 2.1. Kerangka Teori



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalgbenelitian lapangarfi€¢ld research dengan

menggunakan pendekatan kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomina tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnykuprila
persepsi, motivasi, dan tindakah.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian
lapangan, yaitu penelitian dengan dd#ta yang diperoleh dari kegiatan
lapangan.Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi
lapangan da studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi
secara langsung dawawancara terhadap kalangan 30 orang informan
peneltiandi Desa Sengkuang Jay@ecamatan Seluma Bar&abupaten
Seluma propinsi Bengkulu yang menjadi objek penelitian. Skepustakaan
dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokdaeiamrmen dan
literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Hal ini dimaksudkan
untuk bisa membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa

ditarik sebuah kesimpulan.

*8 Meleong LexyMetode Penelitian KualitatifBandung: Rosdakarya, 2010), h. 6.
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B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma. Waktu penelitian direncanakan akan
dilakukan pada bulan mei sampai dengan Juni 2021.

C. Responden Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi
tentang situasi dan kondisi latar penelitiafinforman penelitian adalah
seseorang yang memberikan kontribusi berupa komkataentar dalam
suatu penelitian. Informan dalam penelitian |kaaf yaitu informan
penelitian yangmemahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang
dipilih harusmemiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat
untuk penelitianyang dilakukan. Terdapat kritdaderia untuk menentukan
informanp@elitian yang dikatakan oleh para afili.

Pemilihan informan diambil dari teknik Purposive Sampling, sampling
purposive dilakukan dengan mengambil orangng yang terpilih menurut
spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.

Purposive Sampling adalah sampehgalipilih dengan cermat hingga
relevan dengan desain penelitian. Informan yang dipilih dengan teknik
purposive sampling di dasarkan atas pertimbangan :

1. Informan berdomisili di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat
Kabupaten Seluma dan instansn@8 Sosial di Kabupaten Seluma yang

diperlukan dalam memberi informasi.

% Lexy J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2002 cet:
XVII), h. 90.
€0 Lexy J. MoleongMetodologi Penelitian Kualitatjf..., h. 165



71

2. Informan adalah orang yang aktif dalam kegiatan dan instansi tersebut.
3. Adanya kesedian informan dalam menerima kehadiran peneliti.

Sebagai informarnyang akan diteliti berjumlah 3@rang informan
peneltiian, yang terdiri dafl orang informan darkantor Bypati, 3 dari kantor
Camat, 3Dari Dinas Sosial3 dari desa Sengkuang jaya, 15 warga yang
memperoleh Program keluarga harapan (RK3tyrang dari warga yantidak

menerima Progmm keluarga harapan (PKH)

. Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang
diperoleh® Maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon
atau menjawab pertanyapertanyaan peneliti, baik pertanyaan kst
maupun lisan. Sumber data pada penelitian ini secara garis besar terbagi
menjadi dua bagian, yaitu:
a. Data Primer
Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang
diteliti baik dengan menggunakan sistem observasi maupun wawancara.
®2padapenelitian ini data primer diperoleh melalui pedoman observasi
Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahud8Uentang Program
keluarga Harapan Perspeltifasiahan mursalah(Studi Desa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ). Makanamjgdi

informan sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga yang

®1 Arikunto SuharsimiProsedor Penelitian(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.
62 Arikunto SuharsimiProsedor Penelitia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.
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tidak memperoleh Program keluarga harapan (PKH) dan kantor dinas
sosial Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya pemduéata primer

berkaitan dengan tinjauan maslahah mursalah tentang intervensi orang tua
terhadap Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahd8 Z@ntang
Program keluarga Harapan Perspelifslahan mursalah di Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma B#&abupaten Seluma. Data
sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari
sumber sumber seperti jurnal, profil desa, majalah, dan internet yang yang
mendukung data hal penelitian.

c. Data tersier adalah data yang memberikan penjetasaadap dataprimer

dan skunder, dalam hal ini adalah kamus ensiklofedia

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar datpdrstapkan. Adapun data
yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan

teknik sebagai berikut.

%3 Banbang WaluyoPenelitian Hukum Dalam Prekteket kell, (Jakarta: SinarGrafika,
1996), h. 5651.
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a. Observasi/Pengamatan
Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara
sistematis, logis, objektif dan rasional mengdreabagai fenomena, baik
dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk
mencapai tujuan tertentu. Observasi diartikan sebagai pengamatan da
pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek
penelitian.®* Adapun Jenimbservasi yang digunaka dalam penelitian ini
adalah observasi terlibat (Partisipatif). Jenis observasi ini melibatkan
interaksi antara peneliti dengan informan
b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan déeh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu. ©
Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara
semiterstruktur. mengemukakan bahwa wawancara terstruktur.
Wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan yang sama
selanjutnya mencatat jawabannya. Dalam penelitian ini wawancara

dilakukan terhadaB0 orang informan peneltiian

%4 SugiyonoMetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Bandung: Alfabeta, 2017),
h.704

®Moleong, Lexy J.2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung : PT Remaja
Rosdakarya2006). h. 146
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c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenaihahklatau variabel
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,
prasasti, lengger, dan agenda. Studi dokumen merupedjean yang
fokus pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.
Bahan kajian dapat berupa catatan yang dipublikasikan, buku teks, naskah,
artikel, surat kabar, majalah, sugafrat, film, catatan harian. Dokumen
yang bisa dijadikarbahan kajian dapat berupa buku pelajaran, dokumen
Kegiatan Proram Keluarga Harapan (PKH), Dalam penelitian ini dokumen
yang diambil berupa fotfoto, dokumen, bukidbuku, serta jurnal
penunjang penelitian, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk
melergkapi data hasil observasi dan wawancara. Adapun sumber data
dokumen diperoleh dari lapangan berupa dokumen yangulinamban

dengan fokus penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data penulis menggunakan dengan teknik
pengumpulan data yang béasimnggubungkan dari berbagai beberapa teknik
pengumpulan data dari sumber data yang tela ada. Penulis akan
mengumpulkan data dari beberapa gabungan metode wawancara, observasi,
dan dokumentasi untuk mencari kebenaran tentang berbagai perirtiwa yang

terjadi.
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Ada beberapa langka teknik keabsahan data yang dapat digunakan

untuk mengetahui validitas data yaitu:

1. Teknik pengumpulan data antara sumber data yang data dibutuhkan oleh

penulis dalam hal ini penulis akan berupaya mendapatkan rekan atau
pembantu dala penggalian data dari warga dan tokoh masyarakat di
lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.

. Pengecekan kebenaran imformasi yang telah di tulis oleh peneliti dalam
laporan penelitian

. Akan mendiskusikan dan menyiminarkan dengan tema Implasient
Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya
Kecamatan Seluma ) di tempat penelitian tersebut, termasuk koreksi
dibawa para pembimbing.

. Perpanjangan waktu penelitian, cara ini akan ditempuh selain untuk
memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi

tindakan para imforman.

. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu

sebelum mendapatkan sebuah kesimpulan. Analisis data ialah proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan dokumentasi,gd@ncara mengorganisasikan data ke

dalam kategori, menjabarkan ke dalam -wmit, melakukan sintesa,
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menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri maupun oraniin menuruf® Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman. Model Miles
dan Huberman mencakup tiga kegiatan/jalur analisis yaitu: reduksi data,
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulameMiaoteraktif

dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut :

Pengumpulan
data

Penyajian
Data

Reduksi
Data

Penarikan
Kesimpulan

1. DataCollection(Pengumpulan Data)
Menurut Sugiyono (2017: 134) Kegiatan utama dalam penelitian adalah

mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data
dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan
ketiganya (triangulasif’

2. DataReductionReduksi Dad)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan,

% SugiyonoMetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&MBandung: Alfabeta, 2017),
h. 131

87 SugiyonoMetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&BandungAlfabeta, 2017),
h. 134
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semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin
banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu, perlu eegdilakukan analisis
data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih
hathal yang pokok, memfokuskan pada-Hal yang penting, dicari pola
dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebgfajs, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan ®®

3. DataDisplay(penyajian data)
Penyajian (display) data adalah kegiatan yang dilakukan ketika peneliti
menyusun sekumpulan informasi. Bentuknysgian data kualitatif : 1)
teks naratif: berbentuk catatan lapangan, 2) bentuk visual: matrik, grafik,
bagan, dan jaringan. Penyajian data dalam bentuk visual (gambar) dibuat
dengammenggabungkabeberapanformasi sehingga keterkaitan antar
informasi nudah difahami olehpeneliti dan orang lain

2. Conclucion drawing/ verification
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan
Hubermen adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal
yang dikenukakan masih bersifatementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan buktbukti yang mendukung padah&p pengumpulan data

berikutnya®

% SugiyonoMetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&MBandung: Alfabeta, 2017),
h. 1%

% SugiyonoMetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Bandung: Alfabeta, 2017),
h. 1%
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Substansi dari Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang
Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKdi) Desa Sengkuang
KecamatanSeluma Barat KabupaterSeluma Amanat Peraturan Menteri
Sosial Republik Indeesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga
Harapan (PKH) pada pasal&@ d a |l a h; f Sasaran PKH me]
dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu
program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kegeh,
pendidikan,d an/ at au kesejahteraan sosi al 0.

Dari Peraturan Menteri Sosial Relik Indonesia di atas maka,
Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah yang memenuhi syarat
sebagai berikut;

1. Warga Miskin

2. Warga yang rentan terhadap kemiskinan

3. Terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) program penangananifagiin

4. Memiliki salah satu dari koponen PKH (komponen kesehatan,
pendidikan dan/atau kesejahteraan)

Adapun komponen yang masuk dalam kategori peserta Program

Keluarga Harapan (PKH) yaitu :

78
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a. Ibu hamil atau nifas,

b. Anak berusia dibawah 6 tahun,

Cc. Anak usia 721 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib
belajar 12 tahun,

b. Anak penyandang disabilitas berusi2D tahun dan lannjut usia (lansia
70 tahun ke t@as)

Dalam rangka pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
atau penerima manfaat sebelum pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH) berjalan di tingkat teknis terlebih dahulu pihak kementerian sosial Rl
dan Pemerintah Kabupaten/Kota salibgrkoodinasi untuk seleksi dan
penetapan lokasi berdasarkan rangking kemiskinan terendah.

Adapun prosedur penetapan calon pedertgram Keluarga Harapan
(PKH) adalah kementerian sosial Republik Indonesia menetapkanmamsa
calon peserta di dalam lampiran surat keputusan, yang mana daftar nama
calon pesert®rogram Keluarga Harapan (PKkgrsebut besumber dari Data
Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin,rgetaya daftar nama calon
peserta tersebut diberikan surat undangan pertemuan awal (SUPA) untuk
proses validasi data. Proses ini merupakan kegi&@aogram keluarga
harapan (PKH)ditingkat Keluarga Penerima Manfaat(KPM) dimana
pendamping kecamatan berteaenganKeluarga Penerima Manfaat (KPM)
untuk pertama kalinya sekaligus Validasi data calon kepersertaan.

Validasi data ini merupakan proses penentuan apakah calon Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan
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KementeriarSosial Rebuplik Indonesia ini, betoétul miskin dan di dalam
keluarga tersebut mempunyai salah satu dari komp&negram Keluarga
Harapan (PKH) seperti;1) dalamkeluarga tesebut terdapat ibu hamil, 2)
dalamkeluarga tersebut terdapat bayi dibawktma tahun (Prasekolah), 3)
dalam keluarga tersebut terdapabhak sekolah (SD/SMP/SMA), 4) dalam
keluarga tersebut terdapat disabilitas berat dan/atau lanjut usia (lansia 70
tahun ke atas). Maka apabila calon KPM PKH tersebut stelah divalidasi
benarbena miskin dan mempunyai salah satu atau lebih dari komponen
PKH di atas, maka akan dibulaakbuku tabungan dan diberikan kartu Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS) sebagairtu kombo (berbentuk ATM), setelah
menerima Buku tabungan daKKS calon KPM terseltutelah sah sebagai
pesertaKeluarga Penerima Manfaat (KPM)

Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan
penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sumber data penetapan
sasaran berasal darafis Data Terpadu (BDT) PrograPenangaan Fakir
Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03
Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin.

1. Substansidari pasal 3Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2018 Tentang
program Keluarga Harapan (PKH)

Berikut hasil wawancara mengenai ketepatan sasaran yang diketahui
oleh informan yang mewakili semua stakeholder pelaksanBesgram

Keluarga Harapan (PKH)
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Berikut kutipan wawancara dengan Meni Yusita, SE, Koordinator
Program Keluarga Harapa®KH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma dari dinas Sosial yang mengatakan
implimentasi Paaturanmerteri sosal nomor 1 tahun 2018 tentang Program
Keluarga Harapan(PKH3$ubtansinya dari peraturan tersebut

i Begini subtans dalam peaturan tentang PKH ini merujuk kepada
Tatanan penerima PKH, apakah PKH ini bermanfaat untuk masyarakat
Miskin dan apakah PKH ini sudah tepat sasaran apa belum itu sebenarnya
pandangan masyarakat itu sendiri yang berdbeda dalam
menyampaikanya karenaKita hanya menjalankan data yang sudah ada.
Data keluar, kemudian kita validasi ke lapangan. Biasanya warga
dikumpulkan. Minta tolong ke perangkat untuk menyebarkan undangan
agar warga yang mendapatkan PKH dikumpulkan di balai desa
kemudian wlidasi apakah warga tersebut beamar miskin dan
memiliki komponen PKH. Kriterianya ada empat ibu hamil, anak sekolah
(SD,SPM, SMA), lansia dan penyandang disabildas kita lanjut lagi
dalam pemeriksaan datati dari program ini agar keluargagg penerima
manfaat bisa menjadi keluarga sejatraan dan keluar dari keluarga miskin
sebenanrya prorgam ini sangat baik hanya keluarga penerima manfaat itu
sendiri bagaimana mereka memanfaatkan dari pencairan dana tersebut ke
arah yangb memang menjadi dadjuan tersebut karena pemerintah
bersama dengan apratur pemerintah sudah menjalankan program ini
dengan baik '®

Hasil dari wawancara Ahmad Saikelaku Kepala Desa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa
subtansiperaturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang program
keluarga Harapan(PKH) Sudah haik
fiSudahdari subtansi yang ada di desa kami sudah melaksanakan
secara baik apa yang menjadi sub dari program keluaga harapan(PKH)
bagi keluarga penerima manfaat ushisnya dengan kami meninjau

langsung ke warga secara bessmama dengan Pendamping desa juga
melihat apakah keluarga ini layak atau tidak untuk menerima PKH, yang

% Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SEo@kdinator PKH dari dinas Sosial Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) @hdbgil 2021 Pukul 11.00
WIB
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mana inti dari peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang
program keluarga harapdti{H) dapat meningkatkan taraf hidup Keluarga
Penerima Manfaat melalui akses Pnedidikan, Kesehatan dga |
mengurangi angka kemiskinaRrogram Keluarga Harapan (PKIBesa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah
sesuai dengan kriter@ari pemerintah. Dan warga yang menerima PKH
merupakan warga yang kurang mampu dan sudah tepat sasaran. Karena
dulu saya melakaukan peninjauan langsung ke rigader Pembangunan
ManusiaKPM). Apakah KPM tersebut benar miskin dan mempunyai
komponen PKH, dan melihat langsung kondisi rumah waktu penambahan
pesertaProgram Keluarga Harapan (PKkyakhir tahun 202@wal. Jadi
pastinya sudah tepat sasaran, karena ada survei langsung dari ppgdampi
PKH dan cek secara berkala sesuai syarat dan petunjakinaer menteri

sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan(PKH)
sehingga sebenarnya kami sudah mengecek secara langsung dan
memasukan data siag@pa yang pantas menerima akaragetpusat
secara langsung mengelola apakah ini keluarga memenuhi kreteria
keluarga miskin layak menerima PKH atau tidak atau data dipusat sudah
online apa belum jadi kalau dari kami sebenarnya sudah kami lakukan
yang terbaik tinggal pusat saja yamgengoladata yang telah kami
berikan ’

Dari hasil wawancara diatas bahwapakadisimpulkan dengan
dengan adanya subtansi dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) sudah sesuai dengan syarat
syarat yang ada dipguran menteri sosialbahwa penyaluran bantuan
diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk Surat
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor
26/L.JS/12/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks dan komponen
Bantuan SosiaProgram Keluarga Harapan Tahun 20Namun pada
2018 Kementerian Sosial Rl mengeluarkan regulasi baru tentang PKH,
yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program

Keluarga Harapan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah

" Hasil wawancara dengan Ahmad Sajselaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma) tan@yaMei 2021 pukul 08.47 WIB.
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Indar Parawansa pada 8 Januari 2018, an diberlakukan serta diundangkan
oleh Kemenshumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187,
pada tanggal 29 Januari 2018. Yang mana dilaksanakan sampai sekarang
ini yang mana pelaksanan PKH ini harus merunjuk kepadatuPeama
Menteri sosial yang dikatakan langsung oleh ibu Meni Yusita,SE dan
bapak Ahmad Saihu yang mengatakan bahwa subtasi ini sudah baik
dilaksanakan sesuai standar peraturan.
2. Prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam menentukan
sasaran penerimaProgram Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma
Berikut kutipan wawancara dengAhmad Saihu, selaku Kades desa
Sengkuang Jaymengatakamrmengenai prosedur yang harus dilaksanakan
dan disiapkan dalam menentukan sasaran pendfirmgam Keluarga
Harapan (PKHYi Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Selsumtiah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
A S el a nPaogramnKeluarga Harapan (PKH)esa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seloendasarkadata
Program KeluargaHarapan (PKH)didapat dari data &sis Data
Terpadu Yang diserakan oleh semua pihak yang berkepentingan
yang nantinya data yang kami terima tersddeumudian kita validasi
ke lapanganDengan mengecek apakah penerima PKH bbanar
sesuai dengan kreteridengan melakukan pengejekain balai desa
kemudian validasi apakah warga tersebut bbeaar miskin dan
memiliki komponenProgram Keluarga Harapan (PKHRriterianya
ada emptibu hamil, anak sekolah (SIN®, SMA), lansia dan
penyandang disabilitaslan tata cara dari penerimaan PKH itu
sendiri dan syaradyarat yang menerima PKH itu sudah ada lasung
dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan (PKHjehingga kami mengaju kepada

perturan tersebut untuk prosedumddisiapkan sesuai dengan apa
yang ada dalam peraturan tersebut, sehingga data itu sesuai dengan



84

fakta lapangan yang mana yang berhak untuk menerima PKH ini
namun setalah desa dan pendamping desa menerima data yang ada
dari calon PKH berkaberkas terselitkami serahkan kedinas sosial
maka pusat secara langsung menentukan siapa yang sudah layak
menerima PKH dari data yang telah kami berikan karena tidak
semua kelurga menerima PKH ini kelurga yang memang layak dan
miskin juga memenuhi syarat dari PKF

Hasil dari wawancaraVieni Yusita, SE Didinas Sosialaya
Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwarosedur yang harus
dilaksanakan dan disiapkan dalam menentukan sasaran peRedgram
Keluarga Harapan (PKHili Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma
sudahsesuai dengan peraturan yang berlaku

fiProsedur yang dilakukan dalam menentukan penerima bantuan

Program Keluarga Harapan (PKkl)dah sesuai dengan kriteria dari

pemerintahData kami terima langsung dari pendamping Desa yang
ditunjuk oleh setiap desa igendiri misalkan Desa Sengkuang Jaya
maka kantor Desa bersama pendamping desa mengecek secara
langsung weganya siapa yang layak keluarga penerima manfaat,
setelah dapat baru diserahkan data tersebut dengan pusat kemudian
pusat menentukan siapa warga yamenerima PKH yang memenuhi
syarat keluarga Penerima Manfa&t

Dari hasil wawanaga mengenai prosedur penerima Program
Keluarga Harapan(PKH) Bahwa kepala desa Bapak Ahmad Saihu
mengatakan bahwa sebenaiighijakan program PKH diarahkan untuk
mengurangibeban ekonomi bagi masyarakat kurangmpu diwilayah

perdesaan, peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai

dari pendataarsampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH

2 Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) @ndtgil 2021 Pukul 11.00
wIiB

3 Hasil wawancara dengan Ahmad Sajselaku Kepala DesaeSgkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma) tan@yaMei 2021 pukul 08.47 WIB.
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dapat bermanfaat bagi keluarga penerima. Hasilelitian maunjukan
bahwa di desa Sengkuang Jayasih banyak masyarakat yang kriterianya
kurang mampwgebanyak 2kepala keluarga yang terdata dan memperoleh
bantuan PKH, untuk menetapkan data penertif@kukan oleh Dinas
Sosal kabupaten Seluma Baraebagai data validsehingga proses
pendataan dilakukasleh pemerintah desa dengan mengacu pada pedoman
kriteria yang layak memperoleh bantuan PKH yaalganjutnya diusulkan
sesuai dengan berbagai syarat administrasi yang sudah ditetapkan.
sedangkan prosesenyaluran bantum PKH dilakukan oleh pemerintah
kecamatan mencakup seluruh desa di Kecamdatuma Barat
Pengawasan terhadap proses penyaluran dilakukan secara berjenjang
mulai dari pemerintatdaerah melalui pemerintah kecamatamenurut
ibuk Meni Yusita, SEDinas Sosib melalui peran pendamping PKH
tingkat kecamataan juga oleh pemrintah desa secara langsung kepada
kepala keluarga yang memperoleh bantuan tersé&mliingga presedur
pelaksanaan PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Progm Keluarga Harapan(PKH).
3. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejateraan
Sosial di Desa Sengkuang Jaya
Berdasarkan hasil wawancakepada penerim@&rogram Keluarga
Harapan (PKHJidapatkan hasil penelitian yang menunjukan bahwa dengan

adanyaProgram Keluarga Harapan (PKHapatmeningkatkan kesegran
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Sosial di Desa Sengkuang Jagal ini sesuai dengan hasil wawancara
sebagai berikut :

Pandangannya sama dengan penerima prodteogram Keluarga
Harapan (PKH)yang lain, yang dikatakan oleh IbuoWta Susant)
menurutnya Program Keluarga Harapan (PKH)esa Sengkuang Jaya
Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Selumeningkatkan kesejateraan
Sosial di Desa Sengkuang Jaya hal ini se8@ikut kutipan wawancaranya:

AnSudah dek. Sel ama i nHrograsna y a
Keluarga Harapan (PKKecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma
khususnya Desa Sengkuang adek bisa melihat sendiri kondisi saya,
baik rumah maupun pekerjaan dan penghasiiaya. Saya sebagai
petani tentu sudah pas sebagai sasaran proBragram Keluarga
Harapan (PKH) Yang mendapatkan PKH warga yang miskin dan
belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya saya
sekarang juga tidak bisa memperbaiki rumah lagi. Kareasamak
sudah bertambah besar dan kebutuhan juga semakin beelyiakiga
dengan adanyBrogram Keluarga Harapan (PKHhi) sangat mebantu
perekonomian kami terkhusus untuk kebutuhan sekolaharaidan
memberikan damfak yang baik dalam meningkatkan pendapatan
keluarga miskin dan rentan yang mana memberikan kesejatraan
masyarakat dalam hal Pendidikan, Kesehatan, dan kesejatraan sosial
bagi penerima manfaaf

Begitupun jawaban wawancara dengan Natimah penerima PKH
yang masih menjawab dengan jawaban yang sama yaitu menuPutgyam
Keluarga Harapan (PKHJi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma
khususnya desa Desa Sengkuang dayat meningkatkan kesejatraan sosial

berikut kutipan wawararanya:

A Sudah me kavenaukami yaagyneenerima program ini
dapat pelayanan gratis dari pemerintah entah ini pendidikan, kesehatan

" Hasil wawancara dengavovita Susant{KkPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma) tan@faViei 2021 pukul 09.00 WIB.



87

yang mana sangat menolong keluarga miskin dan rentan yang memang
butuh bantuan karena mereka miskin dan tidak mampunbagar ga

yang menjadi keperluan dibidg keghatan dan pendidikan setidaknya
mermsa terbantu dengan program ifti

Hasil wawancara dengan ltuela Hartati yang tidak menerima PKH
juga mengatakan bahwBrogram Keluarga Harapan (PKHudah tepat
sasaran di Kecamatan SelurBaratBerikut kutipan wawancaranya:

AKal au s #ipgam IKellarga Harapan (PKH)esa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah
Baik hanya saja keluarga penerima manfaat itu sendiri tidak
menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan yang di anjurkdn, u
kepentingan pendidikan atau kesehatan kadang dapat bantuan ada yang
digunkan untuk bayar hutang cicil motor, atau kredit atau ada juga
untuk membeli pakaian memang pada dasarnya bap&randiterima
secara tunai bisa kita gunakan dengan kepentingan lain cuman gunakan
dulu kepentingan untuk anaak membayar buku atau membeli
peralatan sekolah dan laimn bukan digunakan yang lain kaeejika
seperti itu menurut saya gi@am PKH ini tdak berjalan baik

Wawancara dengan Ibu Mihartiasyarakat yang tidak menerima PKH
menyampaikan bahwdapat meningkatkan kesejatraan masyarBkagram
Keluarga Harapan (PKH)esa Sengkuang Jaya sudik apa belum

fiProgram Keluarga Harapan (PKBesaSengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma sudabmpu meningkatkan
kesejataan sosiaKerena seperti yang saya lihat sendiri setiap warga
yang mendaptkan PKH langsung dibayarkan keperluan sekolah karena
saya salah satu kepala sekolah disawedihat ada pendamping desa
atau dari dinas sosial mengecek secara langsung kesekolah apakah
anak ini rajin sekolah atau sudah memabayar keperluan sekolah
biasanya dilakukan ketika sebelum pencaifarogram Keluarga
Harapan (PKH)jadi menurut say®rogran Keluarga Harapan (PKH)

ini sangat membantu masyarakatskin dalam meningkatkan taraf
hidup sejatralan bisa keluar dari zona miskin melalui afag@ak yang
berpendidikan dan kelaurga yang sehat juga mampu memeberikan

> Hasil wawancara dengdsatimah(KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma
Barat Kabupaten Seluma) tanggdl Mei 2021.



88

dampak meningkatkan kesejatraan dosdikalangan Keluarga
Penerima Manfaat PKH khusus desa Sengkuang d&ya

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara
dengarBapak Helmi Berikut hasil wawancaranya:
AKal au menurut saya sudah sesuai del
kepada masyarakat yang kuramgmpu terkhusus saya yang sudah
lansia ini, memang kalau bantuBnogram Keluarga Harapan (PKH)
ini untuk lansia baru diadakan tetapi sangat memebrikan ddrapat
keapda saya membantu saya yang sudah tidak kuat lagi berkerja untuk
kebutuhan sehahari saya bisa tercukupi, dan ketika saya sakit dapat
bantuan kesehatan dari pemerintah, semoga program ini selalu

memberikan dampat positif untuk masyarakat dan sejatrakan
masyarakat miskin agar bisa keluar dari zona kemisldfdan.

Berdasarkan uraian di atas mengananinggkatkan kesejatraan sosial
dari Program Keluarga Harapan (PKHi) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma dapat disikgpubahwa PKH di Desa
Sengkuang Jaya Kecamat3rluma Barat Kabupaten Seluma sudah cukup
baik untuk meningkatkan kesejataan sosial IpagierimaProgram Keluarga
Harapan (PKH)di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma  Barat
Kabupaten Seluma adalah maskatayang keadaan ekonominya belum
mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika dilihat dari kondisi
rumahKeluarga Penerima Manfa@€PM), alas rumahnya pun masih banyak
yang semen, tidak Keramik Bahkan ada yang masih tanah. Terkadang atap
pun masihseng bekas. Dan juga dinding masih tebuat dari kayu dan belum

memiliki pondasisehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan

" Hasil wawancara dengavartianti (Masyarakat yang tidak menerirRaogram Keluarga
Harapan (PKH) Desa Sengkuang Jaya Kecamatan SeBarat Kabupaten Seluma) tanggal
Mei 2021.

" Hasil wawancara dengatelmi (Masyarakat yang tidak menerima PKl¢sa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) ta2igfyéti 2021.
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kesejataraan sosial yang menerima manfaat PKH dan memutus mata rantai
miskin.

Berikut kutipan wawancara dengan Meni YusitE, Koordinator
Program Keluarga Harapan (PKH§li Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma dari dinas Sosial yang meamgatak
implimentasi Permensos, untuk meningkatkan kesejataan:sosial

AnSel ama i ni PKH Desa nSSelongak Baaabh g J ay a
Kabupaten SelunProgram Keluarga Harapan (PKHkami sudah

melakukan yang terbaik juga mengecek secara data yang kami terima

dari desa yang melalui pendamping desa bagimana keluarga penerima
manfaat dari program ini menggunakan bantuarlersapakah untuk

kepentingan pendidikan, kesehatan, atau kepentingan lain. Karena

tujuan program untuk meningkatkan kesejatraan sosial sehingga
keluarga penerima manfaat PKH dituntut untuk menggunakan bantuan

itu sebaikbaiknnya sehingga mampu memberikkedamaian dan

kesejatran sosial basetiap keluarga yang menerinTé

Hasil dari wawancara Ahmad Saikelaku Kepala Desa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa
dapat meningkatkan kesejatraan sosial sudah baik:

ASudah. Me rProgramt Kelsaggy alarapan (PKH)esa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah
mampu meberikan damfak yang positif karena kami dari desa melihat
secara langsung bagaimana keluarga penerima manfaat PKH bisa
membantuperekonomian masyarakat dari arsalak bisa seekolah,
ketika sakit bisa berobat dengan gratis atau memebeli kebutuhan
rumah tangga ada juga walau memang bantuan itu tidak banyak tetapi
mencukupi setidaknya keperluan Pendidikan, dan kesehat
masyarakat mién dan rentan’d

8 Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH diaas Sosial Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) @ndtgil 2021 Pukul 11.00
wIiB

9 Hasil wawancara dengan Ahmad Sajselaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma) tan@yaMei 2021 pukul 0847 WIB.
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Dari hasil wawancara tersebut sebenarnya sudah mampu meningkatkan
kesejatraan sosial bagi keluarga penerima manfREH ini untuk
meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, yang man menurut
Ahmad Saihu bahwa warganya masih butuh bantuan lagi lebih banyak karena
masih banyak warga yang di Sengkuang Jaya tidak menerima sehingga butuh
bantuan Pkh agar dapat memtwa perekonomian warganya walau ia
mengatakan bahwa program Keluarga Harapan untuk meningkatkan
kesejatraan sosial sudah baik, yang mana menurut Ibu Natimah bahwa ia
merasa terbantu dengan bantuan ini karena beliau merupakan penerima
manfaat PKH yang lamsi sehingga mampu untuk mingkatkan kebutuhan
ekonominya, lain yang dikatakan Ibu Lela Hartati selaku warga miskin yang
tidak menerima PKH menurutnya jika keluarga yang menerima PKH tidak
memanfaatkan sesuai dengan tujuan program PKh dibuat maka program ini
tidak mampu untuk meningkatkan kesejateraan sosial bagi masyarakat.

4. Mengatasi masalah yang timbul dari program PKH misalnya kurang
tepat sasaran dalam pemberian dan pendataan di desa Sengkuang Jaya
Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan batewgatasi masalah
yang timbul dari program PKH misalnya kurang tepat sasaran dalam
pemberian dan pendataarndésaSengkuang Jaya

Wawancara dengan Ibu iNarti masyarakat yang tidak menerima

Program Keluarga Harapan (PKl#)enyampaikan bahwa mengatasi mdsala
yang timbul dari progranProgram Keluarga Harapan (PKHjisalnya kurang

tepat sasaran dalam pemberian dan pendataan di desa Sengkuang Jaya:
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inKal au menur ut saya Yya harus di | ak
berkala karena bisa jadi orang tersebut sudah rfengaeningkatan

secara ekaoomi serta petugas hendaknya mengecek secara lansung

turun ke rumah secara langsung melihat keadaan masyarakat yang ada
didesa sehingga dapat diketahui data terbaru kuntkebutuhan
penerimaProgram Keluarga Harapan (PKi#nganasal tembak saja

yang mana harus menerima yang mana tidak kamesurut saya

sudah tepat sasaran hanya saja mungkin persepsi masyarakat itu
sendiri ada yang mengatakan pilih kasih atau tidak namun desa sudah
berperan baik dalam program.inf° o

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketikdakeg&an wawancara
dengan Bapak M. Alvin Azhari, SH,MHKoordinaor Kasubbag Bantuan
Hukum Setda Kab. Seluma BaBsrikut hasil wawancaranya:

fisih sudah tepat sasaran dek. Yang mendapatkan Program Keluarga
Harapan (PKH orang yang kurang mamptianya saya pandangan
mereka berbeda ada yang mengatakan pilih kasih tetapi pilih kasih
yang bagaimana kami telah melakukan yang terbaik data yang kami
terima itu berawal dari data desa kemudian kami yang verivikasi data
apakah Igak atau tidak keluarga terebut menerima PKH kalau layak
kami tidak akan berani memanipulasi data yang ata.

Berikut kutipan wawancara dengan Meni Yusita, SE, Koordinator
Program Keluarga Harapan (PKHili Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma dari dinas Sosial yang merkyeaag
tepat sasarathi desa Sengkuang Jayadah tetap

fisudah dek, Karena data Program Keluarga Harapan (PKH) didapat
dari data BDT. Kita hanya menjalamkalata yang sudah ada. Data
keluar, kemudian kita validasi ke lapangan. Biasanya warga
dikumpulkan. Minta tolong ke perangkat untuk menyebarkan
undangan agar warga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan
(PKH) dikumpulkan di balai desa kemudian vatdapakah warga
tersebut benadbenar miskin dan  memiliki komponen Program
Keluarga Harapan (PKH). Kriterianya ada empat ibu hamil, anak

8 Hasil wawancara dengaMiharti (Masyarakat yang tidak menerima PKBesa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) 2hiytgil2021.

8 Hasil wawancara denga. Alvin Azhari, SH,MH, Kasubbg Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Seluma Bat: jumaatanggalé 27 Agustus2021.
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sekolah (SD,SPM, SMA), lansia dan penyandang disabilltaagan
melakukan koordinasi ke perangkat untuk menyebaukaangan agar
warga yang mendapatkaProgram Keluarga Harapan (PKH)
dikumpulkan di balai desa kemudian validasi apakah warga tersebut
benarbenar miskin dan  memiliki komponeRrogram Keluarga
Harapan (PKH) %

Menurut penerimaProgram Keluarga Hapan (PKH)yang lain,
yang dikatakan oleh lbu dvita Susantj menurutnyaProgram Keluarga
Harapan (PKHDesa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten
Seluma sudah tepat sasaran. Berikut kutipan wawancaranya:

fiBelum tepat sasaran dek karena menusatya yang juga
sebenarnya penerima manfaat PKH juga tetapi menurut saya belum tepat
sasaan karena masih banyak warga yang sebenarnya layak menerima tetapi
tidak dapat PKH, entah karena faktor apa keluarga miskin dan rentan itu
tidak dapat bantuan, memaraya baru 2 tahun dapat PKH tetapi ada yang
lebih layak lagi tidak dapat ada yang mengatakan kades pilih kasih
keluarga dekatnya yang dapat atau itu ada yang sudah layak tetapi masih
dapat sebenarnya itu tidak boleh lagi dapat harus dikeluarkan atau dia
mergundurkan diri agar keluarga yang miskin dan rentan yang lain dapat
bantuan selanjutny&0

Hasil wawancara dengan lbu Mardianjuga mengatakan bahwa
penyaluranProgram Keluarga Harapan (PKHdidesa Sengkuang Jaya yang
dilakukan sudahtetap sasar senadadikatakan oleh Ibu Mardintidi
Kecamatan Selum8arat Berikut kutipan wawancaranya:

fiMenurut Sayasudah tepat sasaran, memang kadang masyarakat
mengatakan saya sudah tidak layak lagi karena rumah saya sudah agak
bagus atau sudah punya kendaraan motor akan tetapi semua itu masih
kredit untuk kebutuharperjalaan mencari nafkat jika sudah ada
kendaraannpamun untuk kebutuhan lain dalam hal pendidikan yang
memiliki anak 3 sekolah, SD, SMP, SMA merasa agak berat sehingga

82 Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) @ndtgil 2021 Pukul 11.00
WIB

8 Hasil wawancara denganobita Susanti(KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma) tan@faViei 2021 pukul 09.00 WIB.
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saya dapat penerima manfaat PKH ini agar dapat membantu
pendidikan analanak saya dan memeberikan perekonomian keluarga.
Sehingga menurutaya sudah tetap sasaran pemerintah memberikan
bantuan PKH tersebut khususnya didesa Sengkuang®aya

Begitupun jawaban wawancara dengan lbatifdah penerima
Program Keluarga Harapan (PKing masih menjawab dengan jawaban
yang sama vyaitu menurutnyBrogram Keluarga Harapan (PKHJi
Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma khususnya desa Desa
Sengkuang Jaya sudah tepat sasaran, berikut kutipan wawancaranya:

ASudah me nsayawsebagdaasia penerima manfaat
PKH merasa sudah tepat sasaran dindesa dan pendamping desa
mengecek secara langsung siapa yng layak menerima dan sesuai syarat
dari Program Keluaga Harapan(PKHjaya merasa terbantu karena
saya tidak mampu laki berkerja secara kuat lagi hanya ketika dapat
bantuan saya berjualan kek&dl dirumah agar bantuan yang saya
terima bisa saya manfatkan sedikit untuk kebutuhan rumah tangga saya
esok harinya™

Berikut kutipan wawancara denghala Hartati, selaku keluarga tidak
menerimaProgram Keluarga Harapan (PKHY@i Desa Sengkuang Jaya
Kecamatan Seluma Barat Kabtgra Seluma belurtepat sasaran:

i Menurut saya kurang tepat sasaran ya dek, karena lihatlah secara
langsung bagaimana keadaan keluarga kami sebenarnya layak
menerima PKH akan tetapi kami tidak dapat, dulu kami pernah
melengkapisyaratsyarat berapa kali gitu untuk syarat penerima PKH
tetapi nama kami juga tidak keluar hingga sampai saat ini, entah kades
juga jarang kesini nanyakan kami kenapa tidak dapt dulu pernah tetapi
sekarang tidak entah apakah ada unsur pilih kasih ataamgekami

tidak layak dapat atau memang dd&da kami berikan tidak tepat
untuk sebagai penerima PKH akan tetapi menurut saya cobalah
sebagai pendamping desa atau desa sendiri mengatakansggaaat
yang harus kami penuhi yang mana belum lengkap agair dapat

8 Hasil wawancara dengan Mardia(Masyarakat yang menerinRKH Desa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) ta2@dyéi 2021 pukul 11.20 WIB.

8 Hasil wawancara dengdsatimah(KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma
Barat Kabupaten Seluma) tanggdl Mei 2021.
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Penerima Manfaat PKH ini, karena kami warga yang awam jika
kurang sosialisasi mengenai PKH ini karena mungkin pendidikan kami
kurang sehingga banyak yang tidak tau atau apalah alasan sehingga
kami tidak dapat, kami berharab agar kami dapat PKHhjsihya
sesuai dengan ketepan sasaran yang mememang layak mefi@rima

Hasil dari wawancara Ahmad Saikalaku Kepala Desa Sengkuang Jaya

Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa

penyaluranProgram Keluarga Harapan (PKH)desa Sengkuang Jaya yang

dilakukan sudah sesuai dendapat sasaran dd?kKH:

ASudah. Me Rragram tKeluargay Harapan (PKHDesa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seélunieerja
penyaluran bantuan telah dilaksanakan oleh Siadituan Sosial dengan
bekerjasama dengan mulai dari melakukan verifikasi dari daerah dapat
diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan dilakukan
pemutakihiran data dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
tersebut benar miskin dan mempunyai kompomi¥ngram Keluarga
Harapan (PKH)dan melihat langsung kondisi rumah waktu penambahan
peserta PKH terakhir tahun 2018 awal. Jadi pastinya sudah tepat sasaran,
karena ada survei langsung dari pendampiraggram K&arga Harapan
(PKH), sehingga menurut kami didesa sudah tepat sasara karena data
yang sudah kami ajukadi validasi dulu oleh pusat memenuhi syarat
penerima manfaat PKH atau tidd

Dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa subtansi dari

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang

Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Sengkuang &eeamatan

Seluma Barat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan yang ada,

Hanya fakta dilapangan masih saja ada keluarga yang merasa kurang

diperhatikan sehingga mereka beranggapan bahwa pemerintah itu tidak adil

8 Hasil wawancara dengan Mehela Hartati (masyarakat tidak Menerima PKBesa
Sengkuang Jaya Kecamatan SelumaaBHKabupaten Seluma) tangddd Mei 2021 Pukul 11.00
WIB

87 Hasil wawancara dengan Ahmad Safkelaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan

Seluma Barat Kabupaten Seluma) tan@yaMei 2021 pukul 08.47 WIB.
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sehingga tidak tepat sasaran khususnya didaerah Sengkuang Jaya masih ada
keluarga miskin yang layak mendapatkan PKH tetapi dia tidak menerima
Manfaat PKH itu disebabkan karena datdu&ega Lela Hartati itu belum
terdaftar secara online KTP maupun KK sehingga data tersebut tidak bisa
mendaptkan PKH karena sesuai dengan presedur alur pendaftar PKH warga
mendaftarkan diri KTP dan KK secara online, lain juga dengan ibuk Warwati
yang dia sharusnya menerima PKH malah tidak dapat dikarenakan ibuk
Warwati Lansia yang tinggal sendirian sehingga beban dia tidak ada lagi
hanya ibu Warwati sendiri akhirnya PKH dicabut oleh pemerintah dan
dialahkan dalam bentuk bantuan lain. Jadi dapat disimpulen peneliti

bahwa pelaksanaan dari Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Didesa Sengkuang Jaya
Kecamatan Seluma Barat sudah tepat sasaran dan desa telah melakukan yang
terbaik untuk warganya agar mepdtkah PKH hanya saja persepsi
masyarakat yang berbetbada mengenai penyaluran PKH tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Heriana Bangun program Studi
Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Illmu Politik
Universtas Sumatra Utarggenelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan
Johor.

Persamaan penelitian ini dengan Tesis penulis adalah terletak pada
jenis penelitian yang digunakan yaitu sasaana mengunakan penelitian
lapangan. Sumber data yang digunakan langsung dari wawancargipgiak

yang terlibat dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode,
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wawancara, dan dokumentasi dan s@&au@ma membahas tentafyogram
Keluarga Harapan(PKH).

Berbeda dengan penelitigasis yang dilakukanAgnes Pradina S,
pada penelitian ini membas tentang bagaimana karakteristik peserta PKH
di Desa Kluwut Kecamatan Bulukamba Kabuaten Brebes dan membahas
tentang bagiamana penyaluran dana Program Keluaga Harapan(PKH) dalam
upaya penanggulangan kemiskinanan di Desa Kwulut Kabupaten Brebes.
Sedanghkn penelitian saya membahas bagaiman subtansi dari Implementasi
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga
Harapan(PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat, dan apa
saja menjadi faktor pendukung juga penghambat dalanakgsiaan
Peraturan ini juga tesis saya membahas bagaimana Implementasi Perturan
Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga
Harapan(PKH) Prespektif Maslahah Mursalah.

Dalam penelitian ini teori Implementsi yang cocok dalam penelitian
ini yaitu teori Edward Il menurut penulis bahwa, untuk memahami
implementasi sebuah kebijakan, terdapat sembilan model implementasi
kebijakan yang dapat dijadikan dasar teori yaitu model Edward, Van Mater
dan Van Horn, Mazmania dan Sabatier, Hogwood dan Guniggio
Grindle, Elmore dan Model Jaringan. Penelitian ini menggunakan model
yang dikemukakan oleh George C. Edwards. Model ini mengajukan empat
variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah

implementasi kebijakan. Empat faktor tenseladalah faktor komunikasi
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(communication), sumbesumber (resources), kecenderungganenderungan

atau tingkah lakdingkah laku (dispotitions), serta serta struktur birokrasi
(bureaucratic stucture). Empat faktor tersebut bekerja secara simultan dan
beinteraksi satu dengan yang lain untuk membantu atau menghambat
implementasi kebijakan. Sehingga menurut penulis teori Edward 11l yang

relevan untuk dijadikan teori dalam penelitian ini.

Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018
Tentang Progam Keluarga Harapan di Desa Sengkuang Jaya masih ada
masyarakat yang belum tepat sasaran dalam menerima PKH namun itu bukan
kepada adanya persepsi bahwa ada oknum yang pilih kasih akan tetapi
mungkin ada syarat yang belum dipenuhi oleh masyarakat ituirisend
sehingga tidak dapaProgram Keluarga Harapan (PKHfenurut bapak
Ahmad Saihu, selaku kades Desa Sengkuang Jaya yang mengatakan bahwa
ketepat sasaran dari penerima manfaat PKH ini buka kami pilih kasih atau
kurangnya sosialiasi ditengan masyarakat aksapi data yang telah kami
ambil secara langsung bersama perangkat desa juga pendamping desa kami
serahkan secara langsung oleh pusat yang menerima apakah keluarga itu
dapat PKH atau tidak dicek dulu apakah data sudah benar, KTP sudah online
atau tidakkartu keluarga(KK) sudah singkron dengan KK atau tidak, senada
juga dikatakan oleh ibu Novi Susaieliau juga mengatakan bahwa sudah
tetap sasaran bukan karena pilih kasih kami mengajukan -syarat
penerima PKH itu langsung ke Desa dan desa Mengecek secara langsung

kerumah apakah saya layak atau tidak untuk menerima, naaaknsenada
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yang dikat&an Ibu Lela Hartati bahwa menurut beliau kurang tepat sasaran
khususnya di Desa Sengkuang Jegreena masih saja pilih kasih atau kurang
sosialisasi dari pihak dinas sosial ataupun dari desa sendiri mengenai
bagaimana syaratyarat dari penerima manfaa® itu karena tidak semua
masyarakat mengerti sehingga butuh sosialisasi dan pendampingan menurut
program ini akan terealiasisi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tepat
sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra terhadap persepsi masyarakat
mengenai ketiak tepat sasaran penerima PKH kar@oguan utama dari
peraturan ini memberikan kesejatraan masyarakat agar hidup layak dan keluar

dari zona kemiskinan.

B. Faktor Pendukung Dan Penghamat Pelaksanaan Peraturan Menteri
Sosial nomor 1 tahun 2018 tentangPKH di Desa Sengkuang Jaya Kec
Seluma Barat
1. Peran pendamping Desadalam kegiatan penetapan sasaran kepada

peserta program keluarga harapan (PKH) di desa Sengkuang Jaya
Seluma Barat

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bgbevan pendamping
Desadalam kegiatan penetapan sasaran kepada peserta program keluarga
harapan(PKH) di desa Sengkuang Ja$aluma BaratKegiatan penetapan
sasaran kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut

melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan yang &eliaDesa
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Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten SSepati yang
disampaikan oleh Rohman selaku Pendamping PKH, sebagai berikut:

ADal am rangka penetapan peserta
ini pendamping sudah mendapatkan data para pesertanmene

bantuan Program Keluarga Harapan dari Program Keluarga
Harapan (PKH) Di Kecamatan Seluma Barat, akan tetapi data
tersebut tidak asal diterima begitu saja namun pendamping yang
berada di Kecamatan harus mencocokkan ulang data tersebut
dengan pesertangsung, dengan tujuan agar data yang diterima
sesuai apa yang telah®®itentukan

Berikut kutipan wawancara dengan Meni Yusita, SE,
Koordinator PKH di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat
Kabupaten Seluma dari dinas Sosial yang mengatakan peran
pendamping keluarga dalam kegiatan penetapan sasaran kepada
peserta program keluagarapan (PKHjudah dilakukan:

APeran pendamping desa merupakan

peranan dalam keberhasilan terlaksanaanya program PKH

Tugas dan tanggungjawapendamping Program Keluarga

Harapan (PKH)secara umum adalah melaksanakan tugas

pendammgan kepada RTSM/KSM peserfaKH. Selain tugas

tersebut, pendamping juga berperandalam pemberdayaan
masyarakat miskin yang menjadi sasaran progfam

Hasil wawancara dengan Ibu Lela Hartmiya mengatakan
bahwaProgram Keluarga Harapan (PKr¢éndampingdesa memiliki
peranan di Kecamatan Seluma Baarikut kutipan wawancaranya:

AKal au s &pgaam Keldarga Harapan (PKHDesa

Sengkuang Jaya Kecamatan SeluBarat Kabupaten Seluma
masih kurang baik menurut saya bagaimana tidak saya tidak

8 Hasil wawancara dengafRohman (Selaku Pendampg Desa Sengkuang Jaya
Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tarzdddlei 2021 Pukul 11.00 WIB

8 Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) @hdbgil 2021 Pukul 11.00
wIiB
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menerina PKH mungkin kurang pendampingan oleh desa
karena daalata saya katanya amsih kurang lengkap akan tetapi
saya kurang mengerti syastarat yang benarnya sehingga
dimohon sebagai pendamping desa agar memberikan sosialisai
lebih lagi kepada masyarakat khaasya yang tidak sekolah dan
yang tidak mengerti agar lebih diperhatikan, semoga
pendamping desa dapat berperan lebih baik lagi sebagaimana
tugas yang diberikan kepadanya agar teralisasi dengan tepat
sasarand’

Pandangannya sama dengan penerima progragram Keluarga
Harapan (PKH)ang lain, yang dikatakan oleh Ibwatimah menurutnya
Program Keluarga Harapan (PKKecamatan Seluma Barat merasakan
adanya peranan dari pendamping dBsaikut kutipan wawancaranya:

nAda dengan per nanannhaday mawgl di r as
berkumpul nanti ada beberapa kegiatan yang biasa kami
lakukan. Selama ini saya sebagai penerifnagram Keluarga

Harapan (PKH)Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma

Barat Kabupaten Seluma khususnya Desa Sengkuang Jaya bisa
melihat sendiri kodisi sayayang lansia int*

Dari hasil wawancara di atas bahwa pendamping desa sudah melakukan
pendampingan yang baik, dan sudah melakukan sosialisasi kepada
masyarakat hanya saja sebagaian masyarakat yang kontra mengatakan
bahwa pendamping desa magiérlu lagi berperan aktif dan tidak pilih
kasih.

2. Pelaksanaan pertemuan memfasiltasi kelompok peserta program

kelurga Harapan (PKH) Di Desa Sengkuang Jaya

% Hasil wawancara dengarela Hartati(Masyarakat yang tidak menerinRKH Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) &hddail 2021 pukul 11.20
WIB.

1 Hasil wawancara dengdsatimah(KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma
Barat Kabupaten Seluma) tanggdl Mei 2021pukul 09.00 WIB.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukan bahwa
pelaksanaan pertemuan memfasiltasi keloknpeserta program kelurga
Harapan (PKH)Di Desa Sengkuang Jaya adanya bentuk pertemuan dan
fasilitator yang dilakukan :

Berikut kutipan wawancara dengan Meni Yusita, SE, Koordinator
PKH di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten
Seluma dari dinas Sosial yang mengatakpelaksanaan pertemuan
memfasiltasi kelompok peserta program keludgaapan (PKHPDi Desa
Sengkuang Jaya adanya bentuk pertemuan dan fasilitator

fiYa benar sekalPKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma

Barat Kabupatememiliki kegiatan yang dikoordinasi baik dengan

dinas sosial terkait maupun isntansi lain seperti perangkat desa,

kepala desa demikianpun dengan penerima bantuan PKH yang

dengan kompak serta melghan waktu baik untuk mengikuti
kegiatan koordinasi maupun kegiatan lainnya

Pandangannya sama dengan penefmugram Keluarga Harapan
(PKH) yang lain, yang dikatakan oleh Ibwatimah menurutnyarogram
Keluarga Harapan (PKHKecamatan Seluma Baraterasakan adanya
peranan dari pendamping deBarikut kutipan wawancaranya:

AYa dek kami PfregoamdeauarggpHarapan (PKHa
Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten
difasilitasi misalnya ada kegiatan pertemuan di balai desa itu kami
difasilitasi serta kalau ada yang tidak dimengerti kami diberikan
fasilitas untuk bertanya dan mendapatkanbingan®

%2 Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) @ndtgil 2021 Pukul 11.00

WIB
% Hasil wawancara dengdsatimah(KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma

Barat Kabupaten Seluma) tanggdl Mei 2021pukul 09.00 WIB.
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Menurut hasil wawancara di atas bahwa sudah memfasilitasi
kegiatan PKH yang mana kan sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa atau
berkumpul disalah satu rumah warga penerima PKH yang mana
memberikan pendampingan mengenai bagaimana seharusnya pemanfaatan
bantuan dari pemimtah atau sekedar menjelalaskan apa saja yang harus
disiapakan untuk sebai calon penerima manfaat PKH.

3. Faktor Penghambat Penyaluran Program Kelurga Harapan (PKH) Di
Desa Sengkuang Jaya
Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan menunjukan bahwa
faktor penghambat penyaluran pragn kelurgaharapan (PKH)Di Desa
Sengkuang Jagala beberapa namun dalam pelaksanaanya faktor tersebut
tidak menjadikan terhambatnifaogram Keluarga Harapan (PKH)
Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara
dengan Bapak dImi. Berikut hasil wawancaranya:
fimenurut saya sebagai warga penerima manfaat PKH ini faktor
penghambatan dari pelaksaan ini kurangnya sosialisasi dari dinas
sosial, atau pendamping desa, juga kurang partisipasi dari keluarga
penerima manfagikh untuk berkumpul ketika ada sosialisasi juga

kurangnya dimanfaatkan dengan baik bantuan dari pemerintah untk
keperluanPendidikan atau kesehata.

Hasil dari wawancara Ahmad Sailselaku Kepala Desa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa
faktor pengahamb&rogram Keluarga Harapan (PKH)

fimenurut bapak dek, yang mana banyak sebenarnya faktor
menghambat dari program ini, salah satunya kasskarang serba

% Hasil wawancara dengatelmi (Masyarakat yang tidak menerima PKl¢sa Sengkuang
Jaya Kecmatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tarjgallei 2021.
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online, KTP harus online, KK online sehingga keluarga yang memang
layak menerima laju tidak dapat karena KTP dan KK tidak online, ada
juga kami sudah memberikan data sebariyakyak yang memang
layak menerima tetapi kgpusat yang mengelolghihak desa hanya
mendata dan meberikan syasgharat dari warga yang mana mereka
pantas untuk menerima tetapi malah mereka tidak dapat, ada juga
karena faktor masyarakat itu sendiri yang tidak mau ikut serta dalam
sosialisasi sehingga amsyarakat tidak gmahdengan program ini
sehingga mereka tidak menerima bant’an

Berikut kutipan wawancara dengan Meni Yusita, SE, Koordinator
PKH di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten
Seluma dari dinas Sosial yang mengenai cara mengatagi menjadi
faktor penghambat adalah sebagai berikut

fiYa memang ada faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH ini

yaitu kurang pahamny&umah Tangga sangat MiskiRTSM)

terhadap sanksi yang -berikan. Hal ini dibuktikan dengan

penggunaan kartBrogram Keluarga Harapan (PKHjiluar fungsi

yaitu digunakan sebagai kartu jaminan. Sehingga ketika melakukan

pencairan pesertBrogram Keluarga Harapan (PKiH)engalami
kesulitan pada saat pencairan défia.

Lain lagi Wawancara dengan lbu ibarti masyarakat yang tidak
menerimaProgram Keluarga Harapan (PKhienyampaikan bahwa:
AnKal au me n banyak fakaypry menmdi penghambat

diantara kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia itu
sajad”’

Dari hasil wawancara di atas yang manaybirpersepsi masyarakat

itu sendiri mengenai faktor penghambat itu banyak sekali ada yang

% Hasil wawancara dengan Ahmad Safselaku Kepala Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma) tan@yaMei 2021 pukul 08.47 WIB.

% Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Kdoeator PKH dari dinas Sosial Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) @ndtgil 2021 Pukul 11.00
WIB

% Hasil wawancara dengaMiharti (Masyarakat yang tidak menerima PKBesa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Sé¢dunggal20 Mei 2021.
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kurangnya ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang seperti
dikatakan oleh lbu Miharti, menurut Ahmad Saihu selaku kepala desa
Sengkuang Jaya bahwa sebenarnyardalpenghambat dari Peraturan
Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
(PKH) masih adanya sikap apatis dari penerima PKH, data peserta PKH
belum akurat atau sarana prasaran kurang sehingga masih perlu ditingkatkan
lagi agar program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan Rrpgnam
Keluarga Harapan (PKH)
. Faktor Mendukung Dari Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa
Sengkuang Jaya Seluma Barat

Berasarkan hasil wawancara didapatkan bahki@r mendukung dari
program keluargdarapan (PKHDi Desa SengkuandayaSeluma Barat
Pandangannya sama dengan penefraram Keluarga Harapan (PKH)
yanglain, yang dikatakan oleh Ibu Mardinthenurutnyd&rogram Keluarga
Harapan (PKHKecamatan Seluma Barat merasakan adanya peranan dari
pendampig desa dalam pelaksanaBnogram Keluarga Harapan (PKH)
Berikut kutipan wavancaranya:

fAda dengan peranan yang dirasakan kami ada jadwal berkumpul
nanti ada beberapa kegiatan yang biasa kami lakukan. Selama ini
saya sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma
khususnya Desa Sengkuang Jaya bisa melihat sudah banyak sekali

faktor mendukung dari program ini mulai dari dinas sosial,
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perangkat desa dan kades serta pendamping desa yang selalu

memberikan perhatian kepada orangng lansia seperti saya.

Wawancaradengan lbu Nharti masyarakat yang tidak menerima
Program Keluarga Harapan (PKHhenyampaikan bahwanerasakan
adanyafaktor pendukungProgram Keluarga Harapan (PKHlj desa
Sengkuang Jaya:

fiYa ada deksaya sebagai salah satu kepala sekolah melihat secara
langsung bagimana faktor pendukung dari pendamping desa yang
secara langsung mengecek aaakk yang tidak datang atau
bagaiman keperluan sekolahnya sudah dibayarkan apa belum
sehingga bendvenar yang menerima PKH itu setidaknya
menggunakan untuk peritaskan kepentingan pendidikan terlebih
dahulu 0%

Hasil dari wawancara Ahmad Sailselaku Kepala Desa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa
merasakan adanya faktor pendukdag pelaksanaan program PKH

fiya dek, faktor pendukungnya bagiaman koordinasi setiap
pihakpihak yang terkait oleh Implementasi peraturan menteri sosial
nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) di
Desa Sengkuang Jaya sudah baik, dan banyak juga masyarakat yang
antusias dalm program ini yang lebih mempermudahkan perangkat
desa dan pendamping desa untk mengumpulkan masyarakat dan
melakukan sosialisast8

Hasil yang sama juga saya dapatkan ketika melakukan wawancara

dengan Bapak &lmi . Berikut hasil wawancaranya:

% Hasil wawancara dengdyatimah(KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma
Barat Kabupaten Seluma) tangg@dl Mei 2021pukul 09.00 WIB.

°® Hasil wawancara dengaMiharti (Masyarakat yang tidak menerima PKHesa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) 2hiytgil2021.

10 Hasil wawancara dengan Ahmad Saifiselaku Kepala Desa Sengkuang Jaya
Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tarkggiei 2021 pukul 08.47 WIB.
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A Kal a ourut memua pihak memiliki peranan termasuk

pendamping desa ya sudah menjalankan perarigfiya

Dari hasil wawancara bahwa faktor pendukung dari Peraturan Menteri
Sosial yang katakan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah yang
mendapat gela bars ebagai 0 | bu Program Kelwuar
Sehingga struktur birokasi yang sudah ada harus sesuai dan berjalan dengan
baik, komonkasi yang baik antar pikplkak yang terlibat dalam
implementasi PKHyrasa peduli dan memotivasi untuk kesadaran peserta
progam keluarga harapandalam memenuhi tujuan dan harapan yang
diinginkan juga pendamping desa agar lebih bisa bertanggung jawab kepada
peserta program keluarga harapan(PKH) untuk selalu mendukung,
mendorong mereka agar lebih sadar akan pentingnya tekmandiidup

yang lebih layak.

6. Keuntungan Dari Adanya Program Kelurga Harapan Harapan di
Desa Sengkuang Jaya
Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bakemtungan dari
adanya program kelurga harapan harapan terkhusDesh Sengkuang
Jaya banyak sekali mulai dari dapat digunakan untuk biaya pendidikan

biaya seharhari serta biay#inya yang dibutuhkan

101 Hasil wawancara deag H (Masyarakat yang tidak menerima PKbésa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) ta2igfyéti 2021.
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Hasil dari wawancara Ahmad Sailselaku Kepala Desa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma juga menyatakan bahwa
bahwakeuntungan dari adanya program kelurga harapan harapan terkhusus
di Desa Sengkuang Jaya banyak sekali mulai dari dapat digunakan untuk
biaya pendidian biaya sehatari serta biaya lainya yang dibutuhkan

A Me nur u tbanyala gekak keuntungan yang didapatkan
diantaranya adalalterjadinya peningkatan kesejateraan masyaraat
penerimaProgram Keluarga Harapan (PKK#ang dapat digunakan
untuk biaya pendikan atau sekolah sehingga anak tidak terjadi putus
sekolah, atau dapat juga digunakan untuk modal usahakieedan
sehinga secara ekonomi dapat meningkat dan adan juga warga yang
mengunakan untuk biaya berobat sgs&menuhan kebutuhan gizi
warga ¢

Hasil wawancara dengan lbu Novi Susajuga mengatakan
bahwa Program Keluarga Harapan (PKhhendamping desa memiliki
peranan di Kecamatan Seluma Baarikut kutipan wawancaranya:

AAl hamdul |l ah sekald] dek sangat te
ProgramKeluarga Harapan (PKHbisa untuk memperbaiki atap

bocor walau saya hanya membeli seng bekas bisa untuk makan
terkadang kalau sedang dapat bantuan bisa membeli ayam dan ikan

jadi bisa memperbaiki gizit®

Wawancara dengan lbu iMarti masyarakat yang tidak menerima
Program Keluarga Harapan (PKkrienyampaikan bahwa:

fiwah banyak sekali dan sangat terbantu itu kalau menerima
bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)isa untuk biaya
pendidikan dan kehidupan sehhari dan bisa disisihkamkutnya
kalau sakit atau ada appa untuk keluarga penerima manfaat
PKH khususnya yang ada di Desa Sengkuang J&ja

192 Hasil wawancara dengan Ahmad Saifiselaku Kepala Desa Sengkuang Jaya
Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tarzggsei 2021 pukul 08.47 WIB.

193 Hasil wawancara ehgan novi susantMasyarakat yang tidak menerinRKH Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) @hddeil 2021 pukul 1130
WIB.

104 Hasil wawancara dengaMiharti (Masyarakat yang tidak menerim@KH Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) 2hiytgil2021.
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Menurut penerimd@rogram Keluarga Harapan (PKkanglain,
yang dikatakan oleh Ibu Tentria WatnenurutnyaProgram Keluarga
Harapan (PKH) Desa Sengkuang y&a Kecamatan Selum@ara
Kabupaten Seluma manfaat PKH

Berikut kutipan wawancaranya:

fAlhamdulilah sangat bersukur sekali karena banyak sekali
maanfaat yang diperoleh'®

Hasil wawancara dengan IdMardianti yangmenerimaProgram
Keluarga Harapan (PKHjuga mengatakan bahwarogram Keluarga
Harapan (PKH)yudah tepat sasaran di Kecamatan Seluma Bariut
kutipan wawancaranya:

fiBentul sangat terbantu dengan adanya progPaogram

Keluarga Harapan (PKHpisa untuk memperbaikatap bocor

walau saya hanya membeli seng bekas bisa untuk makan terkadang

kalau sedang dapat bantuan bisa membeli ayam dan ikan jadi bisa
memperbaiki gizi §°

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan
adanya program ini khususnydgisa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma
Barat Kcematan Seluma sangat baik dan bisa memberikan kesejatraan
sosial khususnya didesa tersebut. Dalam hal ini faktor pendukung dan
penghambat dari peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018@enta

Program Keluarg&larapan(PKH) Sudah baik dan berjalan sesuai dengan

195 Hasil wawancara dengafentria Wati(KPM PKH Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma) tan@#aViei 2021 pukul 09.00 WIB.

1% Hasil wawancara dengaMardianti(Masyarakat yang menerima PK)sa Sengkuang
Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) ta2igfyéti 2021.
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syaratsyarat pelaksanaan dari peraturan tersebut dan memberikan dampak

yang posif bagi masyarakat penerima manfaat PKH.

C.Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun2018 Tentang
Program Keluarga Harapan (PKH) Persfektif Maslahah Mursalah di Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma

Setelah penulis mengumpulkan dat@i lapangan melalui wawancara
dan dokumentasi di lapangan, yaitu [desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat KabupatenSeluma maka dalam pointni penulis akan
menganalisis mplimertasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018
Tentang Rogram Keluarga HarapafPKH), di Desa Sengkuang Jaya
KecamatarSeluma BaratKabupaterSeluma

Pada point A telalijelaskanbagaimana Implementasi Pasd@&aturan
Menteri Sosial Nomorl Tahun 2018 Tentangrégram Kelurga Hrapan
dengan rentetaprosedur yang harus dilaksanakan, hal ini penulis dapatkan
dari beberap&eterangan dan datiata yang berhasil penuliskpulkan. Dari
data tersebut penulis selanjutnya akan menganalisiantgninplementasi
tersebut dalanhukum Islamdengan teorMaslahah MursalahDalam paal 3
Peraturan Menteri Sosial dwor 1 tahun 2018 tentangrégram Kelurga
Harapardikatakan ;

i SasararProgram Keluarga Harapan (PKld)erupakan Keluarga

dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data
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terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehtan,

pendidi kan, dan/ ataukesejahteraan soc

Secara umumtelah dijelaskan ses penetapan sasaran Keluarga
Penerima Manfaat (KPMProgram Keluarga Harapan (PKld) Kecamatan
Seluma Barat, apabila nama caloiKeluarga Penerima Manfaat (KPM)
Program Keluarga Harapan (PKHgrsebut masuk dalam keputusan menteri
sosial Rl sebagapenerima bantuaRrogram Keluarga Harapan (PKHhaka
Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPP#&kan melakukan validasi
data terhadap namanama yang masuk dalam keputusan menteri sosial RI
tersebut.

Dalam hal ini UPPKHDesa Sengkuang Jaya Kecama&mhuma Barat
KabupatenSelumayang ditugaskan oleh dinas sosk&bupaten Seluma
meminta informasi yang valid kepada si calon penerinmdulaa sosial PKH,
apakah calon KPM tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan
PKH atau tidak. Pada teori figih siyasah berargumen bahwa kebijakan
pemerintah harus didasarkan paddaqgashidh AlSyariah untuk mencapai
maslahat bagi masyarakat, bokeebijakan politisi untuk kepentingan pribadi
atau golongan tertentu. maslahah yang terkadung dari segala perbuatan dan
tindakan yang harus dilaksanakan, terutama kelima jexaslahahyakni,

menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kek&aan.

197 Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosial RI 2012 WIB.
198 Asmawi, Perbandingan Ushul Figh(Jakarta: Amzah, 2013), h. 129.
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Menurut para ulama tercapainya kelima unsur tersebut akan melahirkan
keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akifitateori yang digunakan
sebagai analisis penelitian ini adatabri Maslahah secara etimologi adalah
kata tunggal dari anasalih, yang seti dengan kata salah, yaitu "
mendatangkan kebaikan Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al
islislah yang berarti " mencari kebaikan " Tak jarang kata maslahah atau
istislah ini disertai dengan kas-mu nasibyang berarti "hahal yang cocok,
sesuai dan tepat penggunaannya.

Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap
sesuatu , apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk
memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan,
maka semua itu disebutriganmaslahah

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh
ulama ushul dalam menetapkan hukqstinbat) yang persoalannya tidak
diatur secara eksplisit dalam@ur'an dan aHadis Hanya saja metode ini
lebih menekankan pada aspek rahal secara langsumgaslahah mursalah
dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak Menurut
istilah para ahli ilmu ushul fighi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari‘ah
tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itidakan
ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.

Maslahah mursalalbiasa ditemukan dengan melalui metasleslah,

dan ini mergdikan dasar (sumber) hukum Islam Menurut istilah para fugaha,

199 Abd. Rahman Dahlatsul Figh (Jakarta : Amzah, 2011 Ed. 1, Cet. 2), h. 309.
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islislah adalah hukum (yang ditetapkan) karamdutan maslahat yang tidak
didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai deragmsihid
al-Syari'ah atAmmali(tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan
yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaldgatiah dan perintah
perintahnya terhadap berbagai peristiwva baru yang tidak ada nashnya. juga
menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada #alsdupan

umat manusia, agar sesuai dengan maqgaFsyari ‘ah atAmmah dalam
rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan
kehidupan sempurna mungKit?.

Maslahah mursalahadalah pengertian maslahat secara umum, yaitu
yang dapat mendrimanfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan
oleh syari at Islam dalam bentuk umum. Nasish pokok ajaran Islam telah
menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya
ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat sydledi Gwt dan
RasuiNya) tidak menentukan bentddentuk dan macamacam maslahat,
sehingga maslahat seperti ini disebut dengamsalah yaitu mutlak tidak
terbatas. Apabila sebuah maslahat didukung oleh nash, seperti menukiskan al
Qur'an supaya tidak hilgn mengajar membaca dan menulis, atau terdapat
nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan
ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan

larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang syara’

110 Mustafa Ahmad aFarga', Ablstislah wa alMasai ih alMursalah fi Syariah al
Islamiyyah wa Ushul Figh, diterjemahkaleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul Hukum
Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fighi) (Cet I; Jakarta : Riora
Cipta, 2000), h33
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makamaslahahsemacam ini disebuhaslahah mansu@naslahahyang ada
nashnya),maslahahjenis ini tidak termasukmaslahah mursalaftHukum
maslahah mansus ditetapkan oleh nash bukan oleh metode istislah Istislah
merupakan cara atau metoddinbha yang dperselisihkan para Imam
Mujtahid Di antara mereka, ada yang mengakuinya dan ada pula yang
menolaknyamaslahah mursalah.

Maslahah Mursalahadalah sesuatu yang baik menurut akal dengan
pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan
bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan
dengan tujuan syarad6 dalam menetapkan |
dan selaras pula dengan tujuan syarabo
secara khusus yang menolaknya, juga tidak adpet unj uk syar abo
mengakuinya.

Maslahah Mursalahmerupakan bagian dari syariat yang tidak boleh
dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual,
tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia,-lebih yang bersentuhan
langsung dengan kebutuhgokok mereka. Karenana s | Uh a h mur s Ul
merupakan salah satu dasar tasyri o6 yan
melahirkan nilainilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara
tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.aé&cgingkas, dapat dikatakan
bahwama s | Uh a h itndifokgskhh tethadap lapangan masalah yang
tidak terdapat dalam nash, baik dalam Alquran dan suyerady menolaknya

maupun menganjurkannya untuk melaksanakan tetapi mengandung manfaat.
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Juga difokuskampada halh a | yang tidak didapatkan at

yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Implementasi Pasal Beraturan Menteri Sosial Nomar Tahun 2018
Tentang PPogram Kelurga Harapan di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat KabupaterSelumayang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Program Keluarga Harapan (UPPKH) menggunakan Standar Operasional
PKH dari kementerian sosial RIl. Pada prinsipnya didasarkan pada Al
magqgasid ahajiyyat adalah maslahah yang terkadung dalam p&abudan
tindakan untuk mendatangkan kemudahan, kelancaran, keuksesan bagi

seluruhmanusia?

Jika tingkat kemaslahatan ini tidak dapai manusia akan mengalami
tingkat kesulitan dalam memelihara lima unsur pokok diatas.Adapun
mengenai hukum islam tentarigeadilan pemerintah terhadap rakyatnya
adal ah wajib. Dal il akan hal i ni adal a

menjelaskan wajibnya berkeadilan,

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S-Nisa (4) : 6 :

Bjeg (HRER B E3 BIB 15E 80 &6 x BEB(paH 2B) ) 2y (BB iR

(8 EHER € 0% By ABBI a&Of1q ) HpSBy g (BREES.

11 Asmawi, Perbandingan Ushul Figh(Jakarta: Amzah, 2013), h. 129.
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i ¢h . 16 Blogersiey By Bie & /) 6 GIEBAPen% " By

diceay EY 4Exq

Artinya : anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas gameémelihara
harta), naka serahkanlah kepadmereka haghartanya. dan
janganlah kamu akan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan
dan (janganlah kamu) tergegasa (membelarfannya) sebelum
mereka dewasa. dang siapa (di antara pemelihara itu)npa,
maka hendaklah ia menahan diri (dari mkaraharta anak yatim
itu) dan siapa yang miskin, maka bolehlah iakem harta itu
menurut yang patut. énudian apabila kamu mgerahkan harta
kepada mereka, aka hendaklah kamu adakan sadadksi (tentang
penyerahan itu) bagi merekaa®cukuplah Allah selgai Pengawas
(atas persaksian itu).

PKH termasuk di dalamnya jaminan kepada orang miskin yang
memiliki komponen balita, anak sekolah, disabilitas dan lansia, yang mana
mereka masuk kedalam kategori tanggung jawab pemerintah. Seorang
presiden yang menjadpemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai
pertanggung jawabathari apa yang dipimpinnya

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang
pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada
kebaikan masyarakat. Karena seorgmgmimpin merupakan orang yang

memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk

kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu
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perkara atau menentukan sebuah kddain. Maka jikaberpegang kepada

kaidah diatas, apayang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau

kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang balik,
yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Ka&leaiupan

Menteri Sosial, keputusan Menteri sodiarus membawa kemaslahatan bagi

rakyatnya.

Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKdi) Desa
Sengkuang Jaya Kecamatéeluma Barat KabupatenSeluma dalam
menetapkan calon penerima bantuan soBimlgram Keluarga Harapan
(PKH) sudah sesuai denganopedur dan memenuhi kreteria prinsip hukum
islam, vyaity bertanggung jawab  teradajugasnya. Bersumber dari
pandangan Islam melahirkan nitalai dasar
dalam kehidupan yaknt?

a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran,
keberanian dakonsisten pada kebenaran.

b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta
sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memliki tanggung
jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan
kemaslahatan. Juga memilikenggung jawab untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau

kelompok tertentu saja.

12 Ruslan Abdul Ghofur Nap Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam
(Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013), h. 63.
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c. Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan
mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara ithdidan
masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal,
namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

d. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan
setiap warga negara dijamin untuk memperolehukdian pokoknya
masingmasing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi
sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam kebutuhannya
sesuai dengan priisip fAhak untuk hidu

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk jaminan sosial
pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang
baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak hanya
mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan
horizontal ini secara seimbang.

Berdasarkan kondisi di tas, bahwasanya implementapasal 3
Peraturan Menteri RI Nomofi Tahun 2018 tentang Program Keluarga
Harapan (PKH) diDesa Sengkuang Jaya Kecamat3eluma Barat
KabupatenSeluma dilihat dari nilainilai Maslahah Mursalalsudah dapat
dikatakan tepat sasaran daemberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara syariat Islam sangat
memperhatikan terwujudnya kesejatraan dan kemaslahatan umum. Oleh

karena itu, prinsip ini harus menjai acuan bagi pemangunan nasional dalam

113 Afzalur Rahmanpoktrin Ekonomi Islam Jilid | (DanaBhakti Wakaf, Tahun 1995),
h.9.
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kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan keaejahtdan
kemaslahatan umum mengakomodasikan kepentingan semua pihak tanpa
memamndang keyakinan, golongan, waran kulit, dan tidak bertentangan
dengan syariat Islam, yaitl-quraan, athadist, atijma, algiyas, maslahah

al amanahini adalah kemaslahatan yarmermuara pada prinsip keadilan,
kemerdekaan dan kesetaraan manusia didepan umum.

Namun belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam
program ini belum terlaksana dengan baik karena masih ada warga miskin
yang belum tersentuh oleh Program Kefiza Harapan (PKH), hal ini
dikarenakan keterbatasan Kouta keluarga penerima manfaat Program
Keluarga Harapan (PKH) yakni 10 Juta rumah tangga miskindemesia.

Dengan terimplementasinya pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Rl No.1
Tahun 2018 Tentang PKH Biesa Sengkuang Jaya Kecama@atuma Barat
KabupatenSeluma maka ketentuan hak dan kewajiban dari masyarakat dan
pemerintah dapat terpenuhi dengan jelasnggla sejalan dengan hukum
Maslahah mursalahKarena setelah pemerintah membuat sebuah program
maka unsur yang bertanggung jawab harus beeaar melaksanakan
tanggung jawabnya dengan benar dan bijaksana untuk mencapai maslahat
bagi masyarakat banyak.

Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1hdia 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan ini aki menimbulkan kemudhratashari segi
ekonomi maupun sosial lainnya dalam masyarakat atau pemerintah. Program

Keluarga Harapan ini nneberikan bantuan sosial berupa uang tunai mau pun
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nonttunai yang mana dapatimanfaatkan langsung oleh masyarakt yang
menerima PKH tampa dipungut biaya sedikitpun dari pemerintah terkait
masalahah presedur pencairan dan ketepatan sasaran yang menerima PKH itu
sendiri karena data itu sudah sesuai dengan data yang ada. Semoga denga
adanya program ini dapat mensejahterakan sosial masyarakat agar lebih baik
lagi.

dari uraian diatas, ada tiga yang harus perlu diperhatikan dalam rangka untuk
mewujudkarMaslahah alammabhyaitu:

1) Kemaslahatan harus lebih memperioritaskan bagi kepentiogaum,

dal am artian, kemasl|l ahatan tersebut

Islam, yaitu;al-quraan, athadis, ijma, aeQiyas
2) Hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus dipedomani oleh

pemerintah dan dilaksanakan secara jujur serta konskuen.

3) Rakyat wajib memberi dukungan atas terlaksannya hukukum yang

sudah menjadi kebajikan pemerintah, sekaligus sebagai kontrol yang kritis

terhapat sistem pemerintah.

Dari segi aspek kemaslahatan, peraturan Menteri Sosial mengenai
Program Kelaurga Harapan(PKiKdudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi
masyarakat. Karena syasarat dan kaidah dalam menenetapkan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga
Harapan(PKH ) Telah terpenuhi dan kemaslahatan terhadap Peraturan tersebut
dibentuklebih besara dari kemodoratan.

Adapunpresedur alur pendaftar®@nmogranKeluarga Harapan(PKH)
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Warga (keluarga miskin) mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat
dengan membawa KTP dan KK. Ini menurut peraturan Menteri Sosial
namun dalam segi maslahahnkeluarga Miskin adalah orang yang
memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan
hidupnya sehingga dalam islam katogori miskin ada dua yaitu fakir dan
miskin yang man keduanya sas@ama membutuhkan bantuan dalam
analisis presedur ini adalkarga miskin yang tidak mengerti kan presedur
pendaftaran PKH karena mereka tidak mengerti maka dengan ini keluarga
miskin tidak dapat bantuan PKH dan ada juga Miskin dalam Islam yang
tidak mau memintak atau mengemis belas kasih dari orang lain atau
pememtah sehingga dengan mendaptarkan diri secara langsung masih
kurang efektif karena islam ingin menjaga marwahnya agar tidak
mengemis juga meminta, maka dengan ini menurut islam alur pendaftaran
ini kurang efektif

Pendaftaran ini akan dibahas di musyawaratli tingkat
desa/kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam
DTKS berdasarkan identifikasi awal (prdist) maupun usulan baru.
Menurut kemaslahatan sudah baik

Musyawarah desa/musyawarah kelurahan (musdes/muskel) akan
menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah
dan perangkat desa lainnya, untuk kemudian menjadiigbreakhir.

Menurut maslahah mursalah bahwa ketika sudah tercapai kepentingan
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9)
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umum dan musyawarah mufakat maka dianjurkan untuk bermusyawarah
agar medapatkan kesepakatan bersama.

PreList akhir ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukanifikasi

dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan
rumah tanggaBisa dilakukan oleh subtansi yang berwenang dalam islam
boleh dilakuka agar data itu bendrenar sesuai dengan yang dinginkan.
Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam
aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) offline oleh operator
desa/kecamatan, untuk kemudian diekspor berigaxtention SIKS.

File tersebut kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data
ke dalam aplikasi SIKS online.

Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/wali kota.
Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang
telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.
Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi
validasi tadi ke SIKSNG dan mengunggah surat pendesabupati/wali

kota serta berita acara musdes/muskel.

10) Data penerima PKH dapat dilihat di laman https://dtks.
kemensos.go.id/ dengan cara memasukkan NIK penerima mddddeatn
islampun jika memang presedur ini mempermudah boleh akan tetapi
masih banyak keluarga miskin yang tidak bisa menggunakan media sosial

seperti internet maka dengan itu kurang efektif menurut maslahah
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mursalah karena ada yang merasa dipermudahkanyagg merasa
dipersulit untuk melihat apakah keluarga ini menerima PKH atau tidak

11) Pencairan langsung melalui Bank Nasional Secara islam
boleh juga dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam pencairan
bantuan tunadengan diberikan buku bank tersendiri ageemperkecil
kasus korupsi karena kartu ATM dipegang Langsung oleh penerima
manfaatPKH.

Dari analisi peneliti terhadap Implementasi Peraturan Sosial Nomor |
tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan masih kurang efektif, masih
butuh sosialisasi lebih bgak lagi karena keluarga penerima PKH itu lebih
banyak orang miskin dan sangat miskin yang tidak bisa menggunakan media
sosial maka dari itu masih perlu peninjauwan lebih lanjut mengenai alur
pendaftaran PKH agar keluarga yang bevemar layak mendapatkatu tepat
sasaran tanpa ada hambatan karema pemerintah harus mementingkan
kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Selain itu, aturan program Keluarga Harapan tidak menimbulkan
kemudharatan baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya. Program
Keluarga Harapan jika ditinjau dari segi ekenomis tidak mempengaruhi
kemiskinan yang berkepanjangan dalam setiap kleuarga malah dalam program
ini memeberikan masyarakat pendapatan yang lebih untuk hidup lebih baik
dan meningkatkan perekonomian keluarga. Darabylada aturan ini dibuat

untuk pilih kasih dari penerima manfaat PKH tersebut tetapi sesuai dengan
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Syaratsyarat peraturan tersebut agar sesuai dengamtdjbantuknya suatu
aturan yang bermanfaat.

Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian mentaslahah Mursalah
sudah berjlan dengan efektif karena sudah mengutamakan kepentingan umum
daripada kepentingan pribadi karena aturan ini dibuat untuk mensejatrakan
manusia seperti dalam-quraan dan hadist pun dijelaskan bahwa lebih
mengutamakan kepentiag umum daripada kepentingan diri sendiri dan
orang yang miskin harus dibantu dan disejatrakan, itulah salah satu tujuan
pemerintah membuat peraturan ini untuk memperkecil angka kemiskinanan
juga untuk mensejatrakan masyarakat sejalah deiMmsiahah Murskh
yang mana sesuatu yang bermanfdegrnilai kebaikan, hdial positif yang
tidak ada dalil yang melarangnya maupun menolaknya karena untuk

kemaslahatan bersama.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesi mpul an dar i Impleanentasi Pepaturare Meénterni a n

Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

PerspektifMaslahah Mursalaldi Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma

Barat Kabupaten Selunaalalah sebagai berikut:

1. Substansi dari implementasi Peraturan tdan Sosial Nomor 1 tahun
2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang
Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Selso@dah memenuhi indikator
tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu yang sangat
berpengaruh terhadap kesuksesaogfam Keluarga Harapan (PKH) di
Kecamatan Seluma Barat. Namun, Program Keluarga Harapan (PKH)
belum bisa dikatakan merata, karena masih ada warga miskin yang belum
merasakan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Hal
ini disebabkan karenaerbatasnya kuota Program Keluarga Harapan
(PKH) dari pemerintah untuk Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma
Barat Kabupaten Seluma dan juga banyaknya jumlah warga miskin
masyarakat Di Kecamatan Seluma Barat.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluntzarat beradarkan hasil penetian

faktor pendukung adalah adanya pendampingan dari disée, adanya

124
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data yang lengkap dan akses djalan yang telah memadai untuk menjangkau
rumah warga dan sekolah yang penerima PKéinuwnikasi baik setiap
pihakpihak yang terkait dengan Impelementasi Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2018 tentang PrograKeluarga Harapan(PKH),
sedangkan penghambatnya adanya kurangnya sumber daya manusia dan
terkadang ada beberapa kendala secara stepatda saat melakukan
pencairan, Dan data yang &kdang kurang uptade dan sekarang sistem
Daring Yang mana untuk terjunnigsung melihat masyarakat itu tidak
seperti dulu yang mudah karena sekarang harus memenuhi protokul
kesehatan.

. Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan (PKH) PerspauiEsiahah Mursalaldi Desa
Sengkuag Jaya Kecamatan Seha Barat dapat dilihat dari nilanilai

dasar Hukum Islam yaitu:

a. Keadilan

b. Tanggung Jawab

c. Tafakul (Jaminan Sosial)

Berdasarkan data di lapangan Program Keluarga Harapan (PKH) di
Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dilihat
dari nilainilai hukum Islam, ketiga nilai tersebut yang sudah terpenuhi
yaitu tanggung jawab dan takaful (jaminan sosi@Bdangkan, prinsip
keadilan belum terpenuhi dikarenakan masih ada warga miskin yang

belum merasakan manfaat dari program ini namun segi kemaslahatan dari



126

program ini sangat memebrikan dampat yang baik di Desa Sengkuang Jaya
walau masih belum secara semyau
B. Saran
Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka
peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga atau instansi terkait bahwasahnya perlu adanya penambahan
kuota Program Keluarga Harapan (PKH) untuk seluruh Indonesia
khususnyaDesa Sengkuang Jaya Kecama&eluma Barat Kabupaten
Selumadan adanya pendataan kembali warga yang berhak nskdap
Program Keluarga Harapan (PKH). Karena belum meratanya Program
Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang beraddeka
Sengkuang Jaya Kecamataeluma BaratKabupaterSeluma.

2. Bagi mahasiswa t@kum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri
Bengkulu, Penelitian Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa
program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah di
implementasikan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana
sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pengentasarkikamis
di Indonesia untuk mewujudkan Magashidh Al Syariah.

3. Disarankan bagi masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan
untuk dapat menggunakan Program Pemerintah ini dengan Setlailya
agar tujuan dari program PKH dapat berjalan sesuai yangabken dan
dapat membantu kesejatraan masyarakat Indongarakaluar dari zona

kemiskinan.
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LEMBAR WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR

1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA

HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

( Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat

w0 N

Kabupaten Seluma)

DATA INFORMAN
Nama
Umur
Perkerjaan

Jenis Kelamin:

PERTANYAAN DINAS SOSIAL
1.

Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun
2018 Tentang PKH dengan rentetannga Desa Sengkuang Jaya

Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Sel@m

. Bagaimana prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapakah dalam

menentukan sasaran penerimah P#{HDesa Sengkuang Jaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Selufa

Bagaimana prosedur PKH dalam meningkatkan kesejatdraBesa
Sengkuang Jaya Kecamataeluma Barat Kabupaten Selufha

Bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari program PKH misalnya
salah sasaran dalam pemberian dan pendaiadbesa Sengkuang Jaya

Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Sel@ma
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. Bagaimana peranan pendamping keluarga dalamatkeg penewapan
sasaran kepada peserta Program Keluarga Harapan (BKHPesa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma

. Bagaimana pelaksanaan pertemuan memfasilitasi pertemuan kelompok
peserta Program Keluarga Harapan (PKdi) Desa Segkuang Jaya
Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Sel@ma

. Faktor Apa saja yang mendukung Pelaksanaan Peraturan Mentri Sosial
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH terkhusus didaerah Sengkuang Jaya
Kecamatan Seluma Barat?

. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalalakgaan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang PKH terkhusus daerah Sengkuang

Jaya Kecamatan Seluma Barat?

. PERTANYAAN KEPALA DESA

. Siapa saja yang berhak menerima PKH yang sesuai dengan Sasaran
Peraturan Mneteri Sosial Nomor 1 tahun 2@di@ang Program Keluarga
Harapan (PKH) ?

. Bagaimana penyaluran Program Keluarga Harapan (P#H) Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma

. Begaimana pendampingan Program Keluarga Harapan (BKHDesa
Sengkuang Jaya Kecamatan SelumeaBldabupaten Selunia

. Apakah Manfaat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 2018
tentang PKH Ini sangat membantu akan Kesejateraan Sosial terkhusus
didaerah Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat?

. Bagaimana peran Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Sgéuatadalam
meningkatkan Kesejatraan Sosial Masyarakatnya dengan Adanya program
PKH ini?

. Bagaimana Kepala desa Menanggapi apabila ada masyarakat komplen
akan ketidak tepatan dalam memberikan data untuk Siapa yang berhak

untuk mendapatkan PKH?
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8.
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Bagaimana sudatansi Desa Sengkuang Jaya dalam menjalankan Program
PKH ?

Apasaja faktor yang menghambat dan mendukung akan program PKH
dalam meningkatkan Kesejatraan Masyarakat Sengkuang Jaya Kecamatan

Seluma Barat.

C. PERTANYAAN Masyrakat Yang Menerima PKH

1.

Menurut anda pakah sasaran pemberia®nogram Keluarga Harapan
(PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten
Selumasudah tepat sasaran?

Menurut anda apakah keuntungan yang anda dapatkan dari pemberiaan
Program Keluarga Harapan (PKi) Desa Sengkuangaya Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma

Bagaimana anda memanfaatakan pemberfragram Keluarga Harapan
(PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Ba Ipaten
Selum®

Bagamana hambatan penyalur@rogram Keluarga Harapan (PKH)

Desa Senguang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma
Bagaimana peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa
Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Selapst
meningkatkan kesejateraan keluarga?

Apakah menurut anda dengan adanya Program PK#hapat membantu

perekonomian dan mensejtrakan kehidupan dalam keluarga?

. PERTANYAAN Masyrakat Yang Tidak Menerima PKH

1. Menurut anda Siapa saja yang berhak menerima PKH?

2. Menurut anda apakah manfaat adanya program PKH?

3. Menurut anda apakah dengan adageaturan Menteri Sosial Nomor
1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) dapat
membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejateraan
rumah tangganya?

4. Bagaimana Pandangan Anda mengenai ketidak tepat sasaran dalam

memberikan bantuan PKH tetk$us didaerah Sengkuang Jaya?
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5. Apakah Menurut anda Kepala desa sudah adil dan baik dalam

menentukan siapa yang berhak Menerima PKH?
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Kegiatan Penelitian dengan masyarakat
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Kegiatan Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Sosial



Kegiatan Penelitian dengan masyarakat
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Kegiatan Wawancara Dengan Petugas Dinas Sosial



Kegiatan Penelitian di Balai Desa Sengkuang Jaya



Petugas melakukan pengecekan di sekolah terhadap pernerinRxogram
Keluarga Harapan (PKH)

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
AN

DINAS SOSIAL

YANG LAYA
RH
KEPADA KEBUTUHAN DASAR MANUSIA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SELUM
NYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAY,
1. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN MANUSIA DALAM et DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAP
PELANGGARAN DALAM MAKLUMAT INI AKAN DIKENAKAN
SDM ( APARAT ) SEBAGAI PENEGAK SANKS| SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERAAN
PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SELUMA
= lMERMAN, 5. 508
NIP.196808011993101003

PEMBANGUNA
NGKAN

N
2. MENGEMBA L
PELAKSANA PEMBANGUNAN DALAM BIDANG KESEJAH'
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAUPUN
JIAGA SERTA HARKAT DAN MARTABAT

SOSIAL
KEMAMPUAN LEMBA
MANUSIA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Seluma
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Kegiatan wawancara dikantor bupati dengan bapak wakil bupati seluma

Bapak Gustianto
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Kegiatan wawancara dengan bapak Najamudin S.E
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BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
/ SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

1Bidang Pemenntahan, Hukum ;
—‘ S POk
2 Bidang P
3.Bidang Exonom, Kevangan dan!
Pombanaunan

&
Peviwanen Bantuan Hukum '

SEKDA SELUMA /

\
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BUPATI SELUMA \

Dasar : l‘mlu Nus lnhun ’()Immlmm Pembentuk 77.‘ Susu ¥ kat Dacrah
Kabupaten Seluma dan Perbup No. 29 Tahun 2016 fentang Mdml\l\m\ Susunan
(lrunmw & I ata kcnn \ch\‘inrml l)ncmh dnn \ckmnnul l)l‘Rl) k\h\u\mcl\ \cl\m\n
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- Bagian Organisasi & Kepegawaian Setda Seluma -

S— |
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Struktur organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerh Kabupaten Seluma

Kegiatan wawancara di kantor Camat Seluma Barat dengan

bapak Hidayat Ansyori, S.H



Kegiatan wawancara di kantor Camat Seluma Barat dengan

Bapak Rozali Sudirman; Staf PelaksanaarSeksi Pelayanan dan Kesejatraan
Sosial

Peta geografis Kabupaten Seluma



